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ABSTRAK

Skripsiiniberjudul“TinjauanFiqihSiyasahTerhadap PutusanMahkamah

KonstitusiNomor97/PUU-XIV2016terkaitHakKonstitusionalAliranKepercayaandi

NegaraKesatuanRepublikIndonesia”,yang ditulisolehMuhammad Safe’i,NIM

1317.052,Program StudiHukum Tatanegara(Siyasah)FakultasSyariah Institut

AgamaIslam Negri(IAIN)Bukitinggi.

Skripsiinidituliskarenaadanyaperselisihandariumatberagmaterhadap

putusanMahkamahKonstitusiNomor97/PUU-XIV2016yangmanasejauhputusan

ini diucapkan masih menyisihkan ketegangan-ketegangan, khususnya pada

pemaknaan agama dan aliran kepercayaan atau dengan makna lain bahwa

MahkamahKonstitusitelahmemposisikanagamadanalirankepercayaanmenjadi

sama/setara.Maka dariitu penulis ingin mengetahuiscara utuh bagaimana

penetpan dasar/konsideran serta materi Putusan Mahkamah Konstitusional

terhadapAliranKepercayaandiNegaraKesatuanRepublikIndonesiaberdasarkan

tinjauanFiqihSiyasah.

Penelitian inimengunakan metode keperpustakaan.Sumberdata primer

dalam penelitianiniterdiridariperundang-undangandanputusanHakim.Dalam hal

inijugameliputiAl-Qur’an.Haditssebagaimasdharhukum dalam ajaranIslam,dan

sumberhukum positif,sedangkan untuk sumbersekunderadalah data yang

diperolehdarikepustakaan(libraryresearch),semuapublikasitentanghukum yang

bukanmerupakandokumen-dokumenresmi,meliputibuku-bukuteks,berita,majalah

ataukomentaratasputusanpengadilan.Adapundalam menganalisisdatapenulis

mengunakanmetodedeskriptifanalisisyaangselanjutnyadianalisisdenganpola

pikirdeduktifdaninduktif

Berdasarkan peneletian ini,penulis menyimpulkan pertama,Mahkamah

Konstitusidalam mengeluarkanputusanNomor97/PUU-XIV2016didasarkanpada

beberapapertimbanganyaitu,sosiologis,filosofisdanyuridis,didalam islam hal

tersebutjugadijelaskanbaiksecaraurf,filsafathukum Islam dansiyasahDusturah.

KeduaterkaitpencantumanKepercayaandalam kolom AgamadiKTPElektronik

yangdiputuskanolehMahkamahKonstitusiiniadalahmengembalikanhak-haksipil

bagipenghayatkepercayaan sesuaiUUD NRItahun 1945.Putusan Mahkamah

Konstitusitersebuttelahmemberikanjaminankebebasanberagamasebagaimana



pernahdiaturdalam Piagam Madinah.

BABI

PENDAHULUAN

A Latarbelakangmasalah

Indonesiaadalahnegarahukum (rechtstaat),sebagaimanadimaksuddalam

pasal1ayat(3)Undang-undangDasarNegaraKesatuanRepublikIndonesiaTahun

1945.Suatunegaratidakdapatkitakatakansebagainegarahukum apabilanegara

yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan

terhadapmasalahhakasasimanusia1.Negarahukum dalam artiformiladalah

melindngiseluruhwarganegaradantempahdarah.Halinitangungjawabnegara

sepertisecuritypenjagamalam.2

GagasanmengenaiHakAsasiManusia(HAM)dibangunatasdasarprinsip

kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara

menyangkutharkatdanmartabatnya.Manusiamemilikikesetaraandidalam Hak

AsasiManusia (HAM).Kesetaraan demokratisasikarena menjamin terbukanya

aksesdanpulangbagiseluruhelemenmasyarakat.

BerbicarakarektiristikNegaraKesatanRepublikIndonesia.BahwaIndonesia

bersifatpluralitas karena terdiridariberagam suku,bahasa dan istiadatyang

tersebardarisabangsampaimeraoke.Demikianjugaberagam agam danaliran

kepercayaanyangdiyakiniolehsetiappenduduknya.Baikdariagamayangberasal

dariluarIndonesiayangdibawaolehpenyebaragama,demekianjugaagamasuku

1BambangSunggonodanAriesHartanto,“Bantuanhukum danHakAsasiManusia”,cv.
MandarMaju,Bandung:2009.Hal.4

2Mukhlisr,“pendidikanPancasila,AlafRiau,Pekanbaru:2010Hlm 61



ataukeyakinan-keyakinandanaliran-alirankepercayaanyangmasihtumbuhsubur

didalam masyarakatyangmerupakanbagiandarikeunikanbangsaini.

Sebelum ajaranagamamasukkeIndonesia,masyarakatmenganutsistem

kepercayaan,diantaranya yaknianimisme dan dinamisme.Sistem kepercayaan

tersebutbukan hanya digunakan diIndonesia saja,tetapihampirdiseluruh

masyarakatduniayangterdahlu.Buktibahwaalirankepercayaaninipernahhidupdi

indonesiaadalahadanyaritual-ritualyangdilaksanakandibeberapadaerahtertentu

diIndonesia.

Ada187kelompokpenghayatkepercayaanyangtersebardi13provinsidi

Indonesiayangterdataolehpemerintah,sepertiSumateraUtara12kelompok,Riau1

kelompok,Lampung5kelompok,Banten1kelompok,DKIJakarta14kelompok,

JawaBarat7Kelompok,JawaTengah53kelompok,Jogjakarta25kelompok,Jawa

Timur50kelompok,Bali8kelompok,NusaTengaraBarat2kelompok,NusaTengara

Timur5 kelompok,dan SulawesiUtara 4 kelompok.(Kompas.com,“ada 187

KelompokPenghayatKepercayaanyangTerdaftardiPemerintahan”09/11/2017).

Namunkemudianmunculmasalahketikapengakuanterhadapagamaatau

keyakinantersebutdibatasidengankeluarnyaUndang-undangNomor1.Pn.PsTahun

1965tentangpencegahanpenyalahgunaanataupenodaanagama(UUPNPSNo.1

Tahun1965).Dalam penjelasanpasal1UUPNPSNo.1Tahn1965dinyatakanbahwa

agama-agamayangdipelukolehpendudukIndonesiaadalahIslam,Kristen,Katolik,

Hindu,BudhadanKongHuCu.Padahalkenyataanya,banyakkepercayaanlokalyang

masiheksisdiIndonesia.Halinimereduksihak-hakdanmembatasiruanggerak

mereka yang menanutagama dan kepercayaan minoritas diluarenam agama

tersebutdalam ruanglingkupkeagamaan.HalinibertentangandenganUUD1945



dan melangar Haak AsasiMaanusia. Mereka yang menganut agama dan

kepercayaanminoritasstidakmemilikifasilitasdankemampuanuntuukbertahan

dalam ruang-ruangpublik.Tentusajahalinimenjadipermasalahansertakonflik

yang sering terjadi dimasanya. Agar mendapatkan hak-hak nya penghayat

kepercayaanyangmengurusurusanadministrasinyamemilihsalahsatuagama

diluardariapayangtelahdiyakinideganketerpaksaan.

Didalam Undang-undang Dasar1945 juga telah mengamanatkan bahwa

negaraberkewajibanmelindungidanmenjaminhakasasisetiapwarganegaratanpa

pembedaan adapun sepertiras,warna kulit,jenis kelamin,bahasa,agama,

kepercayaan,politikataupendapatlain,asal-usulkebangsaan,kekayaan,kelahiran

ataustatssosiallainnya.Artinyaialah,negaramemberikanhakkebebasanterhadap

agama dan kepercayaan yang diyakinidengan syarattidak menganggu dan

melanggarketentuandiIndonesia.Haltersebutjugadiaturdalam pasal29ayat(2)

UUD1945yangmenjaminmasyarakatmemilikikemerdekaandidalam beragama.

Setiap individu dibebaskan untuk menganutagama yang dipilihnya dan harus

menghormatisertamemeliharatoleransiterhadapagamamanapunkepercayaan

masing-masing.3

Namundalam faktanyakeberadaanpasal61ayat(2)undang-undangnomor

23tahun2006tentangpencantumankepercayaandalam kolom agamadiKTP

Electronik,menyatakan bahwa keterangan mengenaikolom agama pada kartu

keluargabagipendudukyangagamanyabelum diakuisebagaiagamaberdasarkan

ketentuanperaturanperundang-undanganataubagipenghayatkepercayaantidak

diisi,tetapitetapdilayanidandicatatdalam databasekependudukan.Selanjutnya

terdapatpadapassal64ayat(5)Undang-undangnomor24tahun2013tentang

3Rahayu,Hukum HakAsasiManusia.UniversitasDiponegoro:semarang,2012.Hal2



perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan

kepercayaan dalam kolom agama diKTP Electronik yang menyatakan bahwa

keterangan tentang agama dalam kartu tanda penduduk (KTP)electronik bagi

pendudukyang agamanya belum diakuisebagaiagama berdasarkan ketentuan

peraturanperundang-undangataubagipenghayatkepercayaantidakdiisi,tetapi

tetapdilayanidandicatatdalam databesekependudukan.4

Sebagaimanadisebutkandalam pasalundang-undangdiatasmengakibatkan

timbulnya deskriminasi bagi penghayat kepercayaan, dikarnakan penghayat

kepercayaansulitmendapatkanpelayananpencantumankepercayaandalam kolom

agama diKTP elektronik.Meskipun aparaturpemerintahan melayanidengan

pememberianKKdanKTPElektronikdengankolom agama kosongataudiberikan

tandastripbagipenghayatkepercayaan,tetapijugamenimbulkanmasalahdalam

berbagaibentuk,seperti:sulitmengaksespekerjaan,tidakdapatmengakseshak

atass jaminan sosial, ditolak melamar pekerjaan, kesulitan dalam proses

pemakaman,kesulitanmengaksesdokumenkependudukansepertiKTPelektronik,

KK,aktanikah,danaktakelahiran.5

MenurutDr.SidhartaS.H.,M.Hum.adalahagamamenjadikolom pentingyang

hadirdalam kartu keluarga dan kartu tanda pendudk.Agama juga mempunyai

konsekensiterhadap sejumlah peristiwa penting sepertikelahiran,perkawinan,

perceraian dan kematian.Jaditidakdapatdisangsikan lagibahwa negara pun

mengakuibahwaagamadankepercayaanadalahdataperseoranganyangsecara

sadardipandangsebagaikeiniscayaanuntukditampilkandalam kartukeluargadan

kartutandapenduduk.Dataperseoranganinimenurutpasal58ayat4tentang

4Pasal61ayat(1)danpasal64ayat(1)
5M.AminAbdullah,“FiqihSiyasah”(Surabaya:Mizan2015),hlm 56



pencantumankepercayaandalam kolom agamadiKTPElektronikdigunakanantara

lain untuk pelayanan publik.Perencanaan pembangunan,alaokasianggaran,

pembangunandemokrasi,penegakanhukum danpencegahankriminal.Intinyaada

kepentingan negara untuk meminta data tentang agama dan kepercayaan

dicantumkan.Olehkarenadatainipentingbaginegara,makadatainiharusakurat,

yaknidatayangmengambarkankeadaanyangsebenarnya.Ketidakakuratandata

tersebutakanmempengaruhikemanfaatandalam halpelayananpublik.6

Dapatdisimpulkanbahwaperaturanyangterdapatdalam pasal64UUNomor

23Tahun2006ayat(1)danayat(2)sertapasal64UUNomor24Tahun2013ayat(1)

danayat(5)tentangperubahanUU Nomor23Tahun2006tentangpencatatan

kepercayaandalam kolom agamadiKTPElektroniktentangUUD 1945sehingga

Mahkamah Konstitusimengeluarkan Putusan Nomor97/PUU-XIV/2016 tentang

pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik yang

membatalkanUUtersebut.

MunculnyaputusanMKtersebutyangmemenagkanpermohonanpenghayat

kepercayaantersebutbanyakmendapatkanpujianbagikalanganyangmemegang

teguhtoleransi,namunadajugapihak-pihakyangmemberikankecamanketidak

sepakatanterhadapputusantersebut.SepertiMajelisUlamaIndonesia(MUI)yang

lansung mengadakan sidaang plano ke-22 untukmemberikan pernyataan sikap

ketidaksepahamannyaterhadapputusanMKtersebut.MenurutDr.(HC)KH.Ma’ruf

Amin,selakuketuaumum MUI,“MKmembuatkeputusanyanghanyasemata-mata

berpegang kepada prinsip perundang-undangan, tanpa dia memperhatikan

kesepakatandidalam kehidupanberbangsadanbernegara.Ituyangmengandung

6MahkamahKonstitusiRepublikIndonesia,PutusanMahkamahKonstitusiNomor97/PUU-
XIV/2016hlm 34



masalah.,“

Ketidaksepakatanitujugadilontarkanolehketuaumum pppDjanFaridz,

“putusan MK soalaliran kepercayan dikhawatirkan menimbulkan keresahan

masyarakatdanmenyulitkanpemerintahdalam implementasinya,”

Djanmenilai,seharusnyaalirankepercayaaniniinitidakbisadipersamakan

denganagama,sebabagamamerupakanajaranyangtimbuldariwahyuTuhandan

memilikikitabsuci.“Sementaraalirankepercayaanadalahajaranyanglahirdari

budayayangadadalam masyarakatyangtidakbersumberdarikitabsuci,”jelasnya.

Nantinya,denganadanyapengakuanterhadapalirankepercayaaniniakan

menimbulkantuntutanperlakuanyangsamadariberbagaialirankepercayaandan

keyakinan,sepertialiranAhmadiyahsertaSyi’ahyangselamainimenjadimasalahdi

umatIslam.“Padahalbanyakkonflikdimasyarakatselamainiakibatdaritumbuh

suburnya Syiah dan Ahmadiyah yang sangatmeresahkan dalam masyarakat

khususnyaumatIslam,”tegasnya.

PadamasaNabiMuhammadpeaktekkenegaraandantoleransidibuktikan

dengandibuatnyapiagam madinah.Piagam madinahsebagaikonstitusinegara

Madinah memberilandasan bagikehidupan bernegara dalam masyarakatyang

majemuk.Landasantersebutadalahpertama,semuaumatadalahsatukesatuan

walaupun berasaldariberbagaisuku dan golongan,kedua hubungan intern

komunitasmuslim dengannon-muslim didasarkanpadaprinsipbertetanggabaik,

salingmembantumenghadapimusuhbersama,membelaorangyangteraniaya,

salingmenasehatidanmenghormatikebebasanberagama.7

7MunawirSjadzali,“Islam danTataNegaraAjaranSejarahdanPemikiran”Jakarta:UIPerss
1990Hal15-16



Dalam halini,menurutK.H.SaidAqliSiradj,Piagam Madinahmenurutsebuah

pesanyangsangatberhargabagipengembangankonstitusiyangdemokratisyang

sangatberbedadenganpenegakansyariatIslam.Piagam madinahsecaraeksplisit

sangatmengkomodasikelompok-kelompoklainya,kususnyakalamganYahudidan

pagan.merekayangterlibatddalam piagam tersebutmempunyaikomitmenuntuk

hidupbersamadengandamaibahu-membahudalam membangunMadinahsebagai

kotayangberadabdanberkeadaban.

KangSaidmenambahkan,Madinahmerupakanprototipedarinegara-bangsa

yangamatmenekankanprinsipkemajuandanperadabandalam Islam.Danprinsip

tersebutseyoginyaharusmengimpirasiseluruhkelompokdankalangandalam Islam

untuk mengembangkan politik yang menegakan moralitas,mengembangkan

pradaban,danmemihakpadakepentingansemuakelompok,apapunlatarbelakang

sukuagama,danras.

AbdulHuseinSya’bandalam Fiqihal-Tasamuhfial-Fikiral-Arabial-Islami:al-

Tsaqafahwaal-DawlahmenegaskanbahwaPagam Madinahadalahpuncakdari

toleransidalam Islam.Disebutpuncaktoleransibukanhanyakarenaberupanaskah

perjanjian,melainkansudahditerjemahkandalam dokumenpolitik,terutamamelalui

konstitusiMadinah.

Bahkan menurutHusein Sya’ban,sikap yang diambilNabimerupakan

kelanjutan kesepakatan perdamayan yang sudah dilaksanakan diMekkah,yang

dikenaldenganHilfal-Fudhul.Kesepakatantersebutdikeluarkanpadaabadke-6M,

atau sekitar590-an,yang berisipentingnya menolak berbagaimacam bentuk

penindasandankezaliman,menegakkanpersamaanbagikebenarandanmembela

hak-hakorangyangdizalami,menjagahakhidupsetiaporang,danmenjadikan



lembagaelitMekkah sebagairujukan untukmengatasikezaliman.Konon,Nabi

membatalkanbanyakkesepakatanyangsudahdiambilpadamasaJahiliyah,kecuali

al-Fudhul8

Dalam piagam Madinahinilahuntukpertamakalidirumuskanide-ideyang

sekarangmenjadipandanganhidupmodrendidunia,sepertikebebassanberagama,

hak setiap kelompok untuk mengaturhidup sesuaidengan keyakinannya dan

kewajiban bela negara.9 Terwujudnya piagam Madinah merupakan buktisifat

kenegarawanNabiMuhammad.BeliautidakhanyamementingkanumatIslam,tetapi

jugamengakomondasikepentinganorang-orangYahudidanmempersatukankedua

umatserumpuninidibawahkepemimpinannya.

Halinimenjadipenting,sesuaidengankonsepHAM yangadadalam hukum

Islam yaituperlindungankeyakinan.AllahmemerintahkankepadaNabiMuhammad

untukmenerimasepenuhhatiataumenolaknyadenganpenuhkesadaran,tanpa

merasadipaksaperlindungankeyakinaninidituangkandalam Al-Qur’anyaknisurat

Kahfi18;29

نْإِوَ اهَقُدِارَسُ مْهِبِ طَاحَأَ ارًانَ نَيمِلِا ظَّللِ انَدْتَعْأَ انَّإِ رْۚفُكْيَلْفَ ءَاشَ نْمَوَ نْمِؤْيُلْفَ ءَاشَ نْمَفَ مْۖكُبِّرَ نْمِ قُّحَلْا لِقُوَ

اقًفَتَرْمُ تْءَاسَوَ بُارَشَّلا سَئْبِ هَۚوجُوُلْا يوِشْيَ لِهْمُلْا كَ ءٍامَبِ اوثُاغَيُ اوثُيغِتَسْيَ

Artinya:

dankatakanlah:“kebenaranitudatangnyadariTuhanmumakabarangsiapa
yangingin(kafir)biarlahiakafir.Sesuunguhnyakamitelahsediakanbagiorsng-
orangzalim ituneraka,yanggejolaknyamengepungmereka.Danjikamereka
memintamium,niscayamerekaajandiberiminum denganairsepertibesiyang
mendidihyangmenghanguskanmuka.Itulahminumanyangpalingburukdan
tempatistirahatyangpalingjelek”

8ZuhriMisrawati,“MadinahKotaSuci,Piagam MadinahdanTeladanMuhammadsaw”
Jakarta:PTKompasMediaNusantara,hal238dan239
9NurcholisMadjid,“Cita-citapolitikKita”Jakarta:LEPPENAS1993,Hal,11



Dalam ayatlainpunAllahmenegaskandenganfirmanpadaQSyunus:99

bahwa masalah iman seorang adalah urusan Allah.Nabisendiritidak berhak

memaksaoranglainuntukmengikutibeliau.

نَيْنِمِؤْمُ اوْنُوْكُيَ ىتّٰحَ سَانَّلا هُرِكْتُ تَنْاَفَاَ اۗعًيْمِجَ مْهُلُّكُ ضِرْاَلْا ىفِ نْمَ نَمَاٰلَ كَبُّرَ ءَاۤشَ وْلَوَ

Artinya:

danjikalautuhanmumengkhendaki,tentulahberimansemuaorangyangdimuka
bumiseluruhnya.Maka apakah kamu (hendak)memaksa manusia supaya
merekamenjadiorang-orangyangberimansemuanya?

Daripenjelasandiatasmakadapatdikategorikanmasukdalam fikihsiyasah

dalam konsepdusturiyah,karenaberhubungandenganputusanyangdikeluarkan

olehlembagayudikatifyangberkaitandenganpengujanundang-undangterhadap

UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada individu atau

masyarakat

Olehkarenaitu,dariuraiandiataspenulismemandangperluuntukmeneliti

danmembahassecaramendalam mengenaiPutusanMahkamahKonstitusiNomor

97/PUU-XIV/2016tentangpencantumankepercayaandalam kolom agamadiKTP

Elektronikdengan judul“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional

PenghayatkepercayaandiNegaraKesatuanRepublikIndonesia”

B RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahsebagaimanadisebutkandiatas,maka

dapatdirumuskansebagaiberikut:

1.Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dasar/Konsideran Putusan Mahkamah



KonstitusiTerkaitHakKonstitusionalAliranKepercayaandiNegaraKesatuan

RepublikIndonesia

2.TinjauanFiqihSiyasahTerhadapMateriPutusanMahkamahKonstitusional

AliranKepercayaandiNegaraKesatuanRepublikIndonesia

C TujuandanManfaatPenelitian

Adapuntujuanpenelitianyangingindicapaidalam penelitianiniadalah:

1.MengetahuibagaimanaTinjauanFiqihSiyasahTerhadapDasar/Konsideran

PutusanMahkamahKonstitusiTerkaitHakKonstitusionalAliranKepercayaan

diNegaraKesatuanRepublikIndonesia

2.Mengetahuibagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap MateriPutusan

MahkamahKonstitusionalAliranKepercayaandiNegaraKesatuanRepublik

Indonesia

Adapunkegunaandaripenelitianinidiharapkanmampumemberimanfaat

sebagaiberikut:

1.Secara teoritis,bagipenelitidisamping untuk melengkapipersyaratan

mendapatkan gelarsarjana S-1 dijurusan Hukum Tata Negeri,Fakultas

Syari’ah,InstitutAgamaIslam Negeri,jugadapatdijadikansebagaiajang

untukmengaplikasikanilmuyangtelahdiperolehselamaini.

2.Bagipembaca juga dapat menambah pengetahuan serta pemahaman

terhadapa aliran kepercayaan yang ada diIndonesia dan menjadikan

masyarakatmenjadilebihsejahtera.

DTinjauanPustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untukmempelajari



penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan

mengidentifikasihal-halyangsudahada.10 Adabeberapatulisanyangberkaitan

denganjudulini,tetapifokuspembahasantidaksama.Terdapatbeberapaskripsi

yangmendekatipembahasaniniantaralain:

Dalam sebuah karya ilmiah skiripsiMegandung Danang pransefi,yang

berjudul“Perlindungan Aliran Kepercayaan dalam Administrasikependudukan

(AnalisisPutusanMahkamahKnstitusiNomor97/PUU-XIV/2016)”.Didalam skripsi

nyabeliaumenjelaskanbahwapermasalahanyangditelitimengenaiperlindungan

kepercayaan dalam administrasikependudukan dan karya ilmiah jurnalMasco

Afrianto Lumban Tobing ,yang berjuudul“Analisis Yuridis putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Konstitusional Hak

Penghayatkepercayaan diNegara Kesatuan Republik Indonesia ”.Didalam

penelitiannya beliau menjelaskan bagaimana pengakuan hak konstitusional

penghayatan kepercayaan dalam prefektifkonstitusidan Putusan Mahkamah

KonstitusiNomor97/PUU-XIV/2016.

Berdasarkanhasildaripenelitiandiatas,penulisdapatmemastikanbahwa

skripsitersebutberbeda dengan skripsiyang penulisteliti.karna penelitian ini

penelitijugamenambahkajiansyiasah.

E Penjelasanjudul

Memfokuskanpemahamanagartidaklepasdaripembahasanyangdimaksud

danmenghindaripenafsiranyangberbedaataubahkansalahdikalanganpembaca

maka perlu adanya penjelasan dengan memberiartibeberapa istilah yang

10 CikHasanBasri,PenuntutanPenyusunanRencanaPenelitian danPenulisanSkripsi,

(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2003).Hlm 37.



terkandungdidalam judulskripsiini.Adapunjuduldariskripsiiniadalah“Tinjauan

Fiqih Siyasah terhadap putusan Mahkamah KonstitusiNomor97/PUU-XIV/2016

TerkaitHakKonstitusionalAliranKepercayaandiIndonesia”. Adapunbeberapa

istilahyangterdapatdalam juduldanperluuntukdiuraikanadalahsebagaiberikut:

1.Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah

mempelajaridengan cermat,memeriksa (untuk memahami),pandangan,

pendapat,(sesudahmenyelidiki)11

2.FiqihSiyasah

Dalam istilahduniamodernfikihsiyasahinidisebutjugasebagaiilmutata

negarayangberdasarkanajaranIslam,’’ujarProfSukardja.Dalam Alquran

terdapatsejumlahayatyangmengandungpetunjukdanpedomanhidupatau

prinsipdantatanilaietikatentangcarahidupbermasyarakatdanbernegara.12

3.Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagaipejabat negara yang

diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiriatau

menyelesaikansuatuperkaraatausengketaantaraparapihakyangsaling

berkepentingan(Lihatpasal189R.Bgdanpenjelasannpasal60UU-PA).

4.MahkamahKonstitusi

Mahkamah Konstitusiadalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesia Tahun 1945.HaliniberartiMahkamah Konstitusiterikat

padaprinsipumum penyelenggaraankekuasaankehakimanyangmerdeka,

11Departemenpendidikannasional,2012,KamusBesarBahasaIndonesia,pusatbahasa
(edisikeempat).Pt.GramediaPustakaUtama,Jakartahal.1470

12NidiaZuraya,2012.FiqihSiyasah,apasih?,REPUBLIKA.CO.ID.diakses28,februari



bebasdaripengaruhkekuasaanlembagalainnyadalam menegakkanhukum

dankeadilan.MahkamahKonstitusiberdasarkanPasal24C ayat(1)danayat

(2)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945berwenang

untuk:

a mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

b memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikanolehUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945;

c memutuspembubaranpartaipolitik;

d memutusperselisihanhasilpemilihanumum;dan

e memberikanputusanataspendapatDPRbahwaPresidendan/atauWakil

5.HakKonstitusi

Konstitusibersaldari bahasa latin yaitu constitutio,bahasa gampangnya

adalahUndangUndangDasaryangdifahamisebagainormasistem politikdan

hukum padasuatunegara yangterdokumensecaratertulis,didalamnyaada

aturan,kelembagaandanpembagiankewenangannya,hakdankewajiban.Hak

KonstitusionaladalahhakwarganegarayangdijaminUndangUndang.

6.AliranKepercayaan

Kata “kepercayaan”menurutmakna kata mempunyaibeberapaarti,seperti

iman kepada agama,anggapan (keyakinan) bahwa benarsungguh ada,

misalnyakepadadewa-dewadanorang-oranghalus.Katakepercayaanmenurut

istilahyangdimaksuddisiniialahkeyakinankepadaTuhanYangMahaEsadi

luaragamaatautidaktermasukkedalam agama.

F MetodePenelitian



Untuk mencapaipengetahuan yang benar,maka diperlukan metode yang

mampu mengantarkan penelitian mendapatkan datayang valid dan otentik.

Berangkatdarihaltersebutdiatas,makapenulisperlumenentukancara/metode

yangdianggappenulispalingbaikuntukdigunakandalam penelitianini,yaitu

sebagaiberikut:

1.JenisPenelitian

JenisnyapenelitianinitermasukjenisPenelitianpustaka(LibraryReaserch),

yaitumengadakanpenelitianperpustakaandengancaramengumpulkanbuku-

bukuyangdiperlukandandipelajari.

2.Sumberdata

Sumberdataadalahtempatdarimanadataitudiperoleh.11Adapunsumber

datadalam penelitianiniterdiridari:

a.DataPrimer

Datainidiperoleh daribahan-bahan hukum yang mempunyaiotoritas.

Bahan-bahanprimerterdiridariperundang-undangandanputusanHakim.

Dalam halinijugameliputiAl-Qur’an.Haditssebagaimasdharhukum

dalam ajaranIslam,dansumberhukum positif.

b.DataSekunder

Datasekunderadalahdatayangdiperolehdaripenelitiankepustakaan

(libraryresearch),semuapublikasitentanghukum yangbukanmerupakan

dokumen-dokumenresmi,meliputibuku-bukuteks,berita,majalahatau

komentaratasputusanpengadilan

3. MetodePengumpulanData

Prosespengumpulandatayangdigunakandalam penelitianiniadalah

Metode Kepustakaan (library reseach)yaitu data yang dikumpulkan



dengancaramenelaahbeberapaliteraturesertabacaan-bacaanlaindan

bahan-bahanhukum yangmasihrelevansertaberhubungandenganobyek

penelitian,danpenelitianhukum normatifmerupakanpenelitianterhadap

datasekunder.

4. TeknikAnalisisData

Teknikanalisisdatapadapenelitianinipenulismenggunakandeskriptif

analisisyaangselanjutnyadianalisisdenganpolapikirdeduktif.Datayang

diperlukan dalam penelitian ini dikemukakan dengan teknik studi

kepustakaanyangdianalisissecarakualitatifkemudiandisajikandalam

bentukdeskriptif.Teknikanalisisdatamengunakanpolapikirdeduktif

yaitumenerapkansecaraumum kajianfiqihsiyasahhukum islam dan

untukselnjutnyadipakaiuntukmenganalisisputusanMK.

GSistematikaPenulisan

Agarpenyusunanskripsiiniterarah,sistematisdansalingbehubungansatubab

denganbabyanglainsertaagardapatditelusuriolehpembacadenganmudah,

makapenelitisecaraumum dapatmenggambarkansusunannyasebagaiberikut:

PadaBAB Imerupakanpendahuluanyang menguraikantentang latar

belakang masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaatpenelitian,

penjelasanjudul,tinjauanpustaka,metodepenelitiandansistematikapenulisan

dalam karyailmiahtentang“TinjauanFiqihSiyasahterhadapputusanMahkamah

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Aliran

KepercayaandiIndonesia”

BABIIFiqihSiyasahdanPermasalahanmeliputi,pengertianFiqihsiyasah

danruanglingkupsertahakmenganutagamadankepercayaandalam fiqih

siyasah



BABIIIMahkakamahkonstitusidanhakkonstitusionalalirankepercayaan

dinegarakesatuanrepublikIndonesiameliputi,selintastentang mahkamah

konstitusi,hakkonstitusionalalirankepercayaandinegarakesatuanrepublik

Indonesiabedasarkanperaturanperundang-undanganyangberlakudiIndonesia

danhakkonstitusionalalirankepercayaandinegarakesatuanrepublikIndonesia

bedasarkanputusanmahkamahkonstitusiNomor97/PUU-XIV2016

BAB IV TinjauanfiqihsiyasahterhadapputusanMahkamahKonstitusi

nomor 97/puu-xiv/2016 dinegara kesatuan Republik Indonesia meliputi,

tinjauanfiqihsyiasahterhadapdasar/konsideranputusanMahkamahKonstitusi

terkaithak konstitusionalaliran kepercayaan dinegara kesatuan republik

Indonesia dan tinjauan fiqih siyasah terhadap materiPutusan Mahkamah

konstitusiterkaithak konstitusionalaliran kepercayaan dinegara kesatuan

republikIndonesia

BABVKesimpulandanSaran
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BABII

FIQIHSIYASAHDANPEMBAHASANYA

A PengertianFiqihSiyasah

istilahfiqihsiyasahmerupakantarkibidhafiataukalimatmajemuk

yangterdiridariduakata,yaitufiqihdansiyasah.Secaraetimologi,fiqih

merupakanbentukmasdhar(gerund)daritahrifankatafaqiha-yafqahu-

fiqihanyangberartipemahamanyangmendalam danakuratsehingga

dapatmemahamitujuanucapandanatautindakan(tertentu).Sedangkan

termilogis,fiqihlebihpopulerdidefenisikan sebagaiilmutentanghukum-

hukum syarak’yangbersifatperbuatanyangdipahamidaridalil-dalilnya

yangrinci.13

Sementaramengenaiasalkatasyiasahterdapattigapendapat:

1.Al-Maqrizymenyatakansiyasahberasaldaribahasamongol,yaknidari

katayasahyangmendapatimbalanhurufsinberbariskasrahdiawalnya

sehingga dibaca siyasah.Pendapattersebutdidasarkan kepada

sebuahkitabundang-undangmilikjongsihkhanyangberjudulilyasa

yang berisipanduan pengelolaan Negara dengan berbagaibentuk

hukumanberatbagipelakutidakpidanatertentu.

2.Sedangkan Ibn TaghiriBirdi,siyasah berassaldaricampuran tiga

bahasa,yaknibahasapersia,turkidanmongol.

13IbnuSyarif,MujardanZada,Khamami,Fiqihsiyasah;DoktrindanPemikiran
PolitikIslam.Jakarta:Erlangga,2008hal31



3.DanibnuMazhurmenyatakan,siyasah berasaldaribahasaArab,yakni

bentukmasdhartashrifan katasasa-yasusu-siyasatan,yang semula

berartimengatur,memelihara,ataumelatihbinatang,khususnyakuda,

sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini,seorang yang

frofesinyasebagaipemeliharakuda.14

Secaraterminologis,dalam Al-Munjiddisebutkan,siyasahadalah

membuatkemaslahatanmanusiadenganmemimbingmerekakejalan

yang menyelamatkan.Serta siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk

mengendalikan tugas dalam negara dan politik luar negri serta

kemasyarakatan,yaknimengaturkehidupan atas dasarkeadilan dan

istiqamah.15

Berdasarkanpengertianestimologidanterminologissebagaimana

dijelaskandiatasdapatdisimpulkanbahwaketatanegaraanislam atau

yangbisadisebutfiqihsiyasahmerupakanilmuketatanegaraanislam

yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan

kepentinganumatmanusiapadaumumnyadannegarapadaakususnya,

berupa penetapan hukum,peraturan dan kebijakan oleh pemegang

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam,guna

mewujudkan kemaslahatan bagimanusia dan menghindarkannya dari

berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan

bermasyarakat,berbangsadanbernegarayangdijalaninya.

14Djazuli,FiqihSiyasah,(Damascus:Daral-qalam,2007),hal45
15Al-Ahkam as-Sultoniyah;Hukum-Hukum PenyelengaraNegaradalam Syariat

Islam(Bekasi,PT.DarulFalah),hal240
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Dengandemikian,ilmufiqihsiyasahmenempatkam hasiltemuan

manusiadalam bidanghukum padakedudukanyangtinggidansangat

bernilai.Setiapperaturanyangsecararesmiditetapkanolehnegaradan

tidakbertentangandenganajaranagama,wajibdipatuhisepenuhhati.

KewajibaninidiperintahkanolehAllahdalam QS.An-Nisa/4:59:

ءٍيْشَ يْفِ مْتُعْزَانَتَ نْاِفَ مْۚكُنْمِ رِمْاَلْا ىلِواُوَ لَوْسُرَّلا اوعُيْطِاَوَ هَلّٰلا اوعُيْطِاَ اوْٓنُمَاٰ نَيْذِلَّا اهَيُّاَيٰٓ

يْوِأْتَ نُسَحْاَوَّ رٌيْخَ كَلِذٰ رِۗخِاٰلْا مِوْيَلْا وَ بِهِلّٰلا نَوْنُمِؤْتُ مْتُنْكُ نْاِ لِوْسُرَّلا وَ هِلّٰلا ىلَاِ هُوْدُّرُفَ

Artinya:

Haiorang-orangyangberiman,taatilahAllahdantaatilahRasul
(nya),danulilamridiantarakamu.Kemudianjikakamuberlainan
pendapattentangsesuatu,MakakembalikanlahiakepadaAllah(Al-
Qur’an)dan Rasul(Sunahnya),jika kamu benar-benarberiman
kepadaAllahdanharikemudian.Yangdemikianitulebihutama
(bagimu)danlebihbaikakibatnya.

B RuangLingkupFiqihSiyasah

Daribatasan-batasan diatas,baik dalam pengertianetimologis

maupunterminologis,dapatdiketahuibahwaobjekkajianfiqihsiyasah

meliputiaspekpengaturanhubunganantarawarganegaradenganwarg

negara.Hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara,baik

hubungan yang bersifatintern suatu negara maupun hubungan yang

bersifatekstren antarnegara,dalam berbagaibidang kehidupan.Dari

pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan

perhatian pada aspek pengaturan.Penekanan demikian terlihatdari

penjelasanT.M.HasbiAshShiddieqybahwaobjekkajiansiyasahadalah



“Objekkajiansiyasahadalahpekerjaan-pekerjaanmukalafdannunsur-

unsurmerekadarijurusanpenadbiranya,denganmengingatpersesuaian

penadbiruniyudenganjiwasyariah.Yangtidakkitaperolehdalilnyayang

kuhususdantidakberlawanandengansesuatunashdarinash-nashyang

merupakansyariahamahyangteteap.

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian siyasah syariah timbul

beberapapersoalan.Tentusaja,persoalandapatdiperluasseluasruang

lingkup kajianfiqihsiyasahitusendiri.Sebagaicontoh,bidang-bidang

kehidupan apa saja yang harus mendapatpengaturan? Bagaimana

pengaturanhubunganantarawarganegaradenganlembaganegaraislam

danwarganegaradenganlembaganegaralain.Baikyangislam maupun

nonislam.

Berkaitandenaganluasnyaobjekkajianfiqihsiyasahmakadalam

tahap perkembangan fiqih siyasah ini,dikenalberbagaipembagian

pembidanganfiqihsiyasah.Tidakjarangpembidanganyangdiajukanahli

yangsatuberbedadenganpembidanganyangdiajukanolehahlilain.

HasbiAsh Siddieqy.Sebagaicontoh,membaginya ke dalam delapan

bidanga:16

1.SiyasahDusturiyahSyariah

2.SiyasahTasriyyahSyariah

3.SiyasahQadahaiyyahsyariah

16Mahfudz,“FiqihSosialAntaraKonsepdanImplementassi”(Surabaya:K,ista
2007),Hal576
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4.SiyasahMaliyyahsyariah

5.Siyasahkhirijiyyahsyariah/siyasahDawliyyah

6.Siyasahidriyyahsyariah

7.Siyasahtanfiziyyahsyariah

8.Siyasahharbiyyah

Darisekian urayan tentang,ruang lingkup fiqih siyasah dapat

dikelompokanmenjaditigabagianpokok.Pertamayaitu,politikperundang

-undangan (siyasahDusturiyyah).Bagianinimeliputipengkahjiantentang

penetapan hukum (tasryyah), oleh lembaga legislatif. Peradilan

(qadlaiyyah)oleh lembaga yudikatif,dan adminidstrasipemerintahan

(idariyyah)olehbirokrasiataueksekutif.

Kedua yaitu,politik luarnegri(siyasah Dauliyyah) bagian ini

mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim

denganyangbukanmuslim yangbukanwarganegara.Bagianinijugaada

politik masalah perperangan (siyash Harbiyah),yang mengaturetika

berperang. Dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,

tawananperang,dangenjatansenjata.

Ketigayaitu,politikkeuangandanmoneter(siyasahmaliyyah)yang

antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional,

kepentingan/hak-hakpublik.,pajakdanperbankan.17

17Wahbahal-zuhayli,al-fiqihal-islam waAdillatuh,(Damaskus:Daral-Fikr2004),



Secaragarisbesarobjekkajiannyamenjadi,pertamaperaturandan

perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan

kemaslahatan,danketiga,hubunganpenguasadanrakyatsertahakdan

kewajibanmasing-masingdalam mencapaitujuannegara.Metodeyang

digunakandalam membahasfiqihsiyasahtidakberbedadenganmetode

yangdigunakandalam membahasfiqihlain,dalam fiqihsiyasahjuga

mengunakanilmuushulfiqihdanqawaidfiqiyah.

Secaraumum,metodeyangdiguunakanadalahijma,al-qiyas,al-

mashalahal-mursalah,saddal-dzari’ahdanfathal-dzariah,al-adah,,al-

isthsandankaidah-kaidahkulliyahfiqiyah.Adapunperinciannyasebagai

berikut:18

1.Al-ijma

Al-ijmamerupakankesepakatan kosensusparafuqahaahli

fiqihdalam satukasus.MisalnyapadamasakhalifahUmarBinKatab

r.adalam mengaturpemerintahanyaUmarr.amelakukanmusyawarah

maupun kordinasidengan para tokoh pada saatitu.Hal-halbaru

seperrti membuat peradilan pidana perdata, mengaji tentara,

administrasinegaradll,disepakatiolehsahabat-sahabatbesarsaatitu.

Bukanumarramengintruksikanuntukshalattarwihjum’ah20rakaat

dimesjid,merupakankeberaniannyayangtidakdiprotesolehsahabat

lain.Halinidapatdisebutijma’sukuti.

Hal33
18Ibid,Hal54
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2. Al-qiyas

Dalam fiqihsiyasahqiyasdigunakanuntukmencariumum al-

ma’naatauilathukum.Denganqiyasmasalahdapatditerapkandalam

masalhlainpadamasadantempatberbedajikamaslalah-masalah

yangdisebutkanterakhirmempunyaiilathukum yangsama.Dalam hal

qiyasberlakukaidah;

امدع و ادوجو ةلعلا عم رودي مكحلا

"Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum
bergantungatasadadantidakadanyailathukum tersebut"

3.Al-mashlahahal-mursalah

Al-mashlahahartinyamencarikepentinganhidupmanusiadan

mursalahadalahsutuyangtidakadaketentuannashal-qur’andanal-

sunahyangmenguatkanataumembatalkan.Al-maslahahal-mursalah

adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus

didasarkandaritidakbisatidakdenganhasilpenelitianyangcermat

danakurat.

4.Saddal-dzari’ah

Sadd al-dzari’ah adalah upaya pengendalian masyarakat

menghindari kemafsadatan dan fath al-dzari’ah adalah upaya

perekayasaanmasyarakatmencapaikemaslahatan,saddal-dzari’ah

danfathal-dzari’ahadalah“alat”danbukan“tujuan”,contohialah

pelaksanaanjam malam,laranganmembawasenjatadanperaturan



kempendidikan pengendalian dan perekayasaan berdasarsadd al-

dzari’ahdanfathal-dzari’ahdapatdiubahataudikuatkansesuaistuasi.

Dalam halsaddal-dzari’ahdanfathal-dzari’ahberlakukaidah:

دصاقلما مكحلئاسولل

Hukum “alat”samadenganhukum “tujuan’nya”

5.Al-adah

Kataal-adahdisebutjugaurf.Al-adahterdiridariduamacam

yaitu:al-adahsholihahyaituadatyangtidakmenyalahisyara’danal-

adahal-fasidahyaituadatyangbertentangandengansyara’.dalam hal

al-adahberlakukaidah

ةمكحم ةداعلا

“adatbisamenjadihukum”

6.Al-istihsan

Al-istihsansecarasederhanadapatdiartikansebagaiberpaling

dariketetapandalilkhususkepadaketetapandalam umum.Dengan

katalainberpindahmenujudalilyanglebihkuatataumembandingkan

dalildengandalillaindalam menetapkanhukum.Contohmenurutla-

sunnah tanah wakaftidah boleh dialihkan kepemilikannya dengan

dijualataudiwariskan,tetapijikatanahinitidakdifungsikansesuai

tujuanwakaf,iniberartimubazir.Al-qur’anmelarangperbuatanmubazi,

untukkasusinimakaditerapkanistilahmengefektifkantanahtersebut
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sesuaitujuanwakhaf.

7.Kaidah-kaidahkuliyahfiqiyah

Kaidah-kaidahkuliyahhfiqiyahadalahsebagaiteoriulamayang

banyakdigunakanuntukuntukmelihatketetapanpelaksanaanfiqih

siyasah.Kaidah-kaidah itu bersifatumum.Oleh karena itu,dalam

pengunaannya,perlumemperhatikanpengecualiandansyarat-syarat

tertentu.Kaidah-kaidahyangseringdigunakandalam fiqihsiyasah

antaralain:

امدعوادوجوهتلع عمورودي مكلاْ

“hukum berputarbersama ilatnya,ada dan tidaknya hukum
bergantungatasadadantidaknyailathukum tersebut”

تاينلا ودعاوعلا و لوح الأ وةكنم الأ وةنمز الأ ريغتب ماكح الأ ريغت

“hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman,tempat,
keadaan,kebiasaandanniat”

لحاصملا بلجودسافملا عفد

“Menolakkemafsadatandanmeraihkemaslahaatn”

Padadasarnyafiqihislam bersumberdariAl-qur’anal-hadits

sertarasiodanpraktekkenegaraanyangterjadibaikpadamasanabi,

kulafarasyidin,baniumayahabbasiyah.Pembukaandanperumusan

secarasistematistentangsiyasahsyariyahbarupadamasakalifahal-

mu’tashim pada(218-228bertepatan883-824M)denganmunculnya



bukusulual-malikfitadbiral-malik(perilakurajadalam peraturan

kerajaan-kerajaan)oleh ibn abu rabi’(227 H atau 842 M)”terus

diteruskandanbermunculankitab-kitabbarupadaabad18dan19san

,sepertikaranganalmawardi(364-450h/975-1058)denganbukunya

al-ahkam al-sultaniyyahataspermintaankhalifahal-qadirdanjuga

karanganibnutaymiiyah(661-782H)al-siayasahal-syariahfiislahah

al-ra’iyyah.

Sejalandenganperkembanganzamandanilmupengetahuan

padaabadke20munculistilah-istilahkeilmuanbaruyakni:ilm al-

siyasahal-syariyahal-fikral-siyasahalislam (islam politicalthought)

dll.Karenapolitikinilebihbanyakterkaitdenganaktivitasmukhalaf,

makaal-fiqhal-siyasifiqihpolitikalfiqhal-dusturi(constitusionallow)

ataufiqihal-dawlah(hukuum ketatanegaraan).19

C HakmenganutAgamadanKepercayaandalam FiqihSiyasah

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan

kebahagiaanmanusia,baikdiduniamaupundiakhirat.Ajarannyatetap

aktualbagimanusiadisegalazamandantempat.Islam tidakhanya

merupakanrahmatbagimanusia,tetapijugabagialam semesta.Islam

memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan

kebangsaan,warna kulitdan agamanya.Dengan perinsip iniislam

membuatberbagaiketentuanyang mengaturhubunganantarsesama

19MuhammadIqbal,FiqihSiyasah,KontekstualisasiDoktrinPolitikIslam,
(Jakarta:GayaMediaPratama,2007),Hal30



31

manusia,baikmuslim sendirimaupunnon-muslim.

Prinsip umatan al-wasaton yang diajarkan oleh agama Islam

mengupayakanagarumatIslam menjadiumatyangmemilikitoleransi

yang tinggidalam menyikapidismilartis agama.Kelulusan beragama

memiliikihubnganyangeratdalam keadaanmanusiayangdisebutkandi

dalam yangdisebtkandalam Al-Qur’ansendirikonsepkebebasanber

agama telah termaktup dalam beberapa ayat.Adapun ayat-ayatyang

memilikimaknakebebasandalam beragamayaitu:

1. Surahal-baqarahayat258:

دِقَفَ بِهِلّٰلا نْۢمِؤْيُوَ تِوْغُاطَّلا بِ رْفُكْيَّ نْمَفَ ۚ يِّغَلْا نَمِ دُشْرُّلا نَيَّبَتَّ دْقَ نِۗيْدِّلا ىفِ هَارَكْاِ آلَ

ميْلِعَ عٌيْمِسَ هُلّٰلا وَۗ اهَلَ مَاصَفِنْا الَ ىقٰثْوُلْا ةِوَرْعُلْا بِ كَسَمْتَسْا

Artinya:

“tidak ada paksaan dalam (menganut) agama
(islam),sesunguhnya telah jelas (perbedaan)antara jalan yang
benardanjalanyangsesat.Barangsiapaingkarkepadathogut
danberimankepadaAllah,makasesunguhdiatelahberpegang
(teguh)padataliyangsanggatkuatyangtidakakanputus.Dan
Allahmahamendengarlagimahamengetahui”.

Tafsirdariayatiniadalahdilarangnyamelakukansegalabentuk

kekerasandanpemaksaankepadaorangselainislam untukmenganut

agamaIslam.Kewajibanumatislam sejatinyaadalahmenyampaikan

agamayangdiwahyukanolehAllahkepadaseluruhmanusia.Dalam



penyampaian sendiriislam mengajarkan dengan kelemahlembutan

penuh kearifan disertaidengan ajakan-ajakan yang baik.Dengan

demikian diharapkan seseorang yang belum mengenalIslam bisa

menerimaislam danmasukagamaislam tanpapaksaan.20

2. SyurahAsy-Syuaraayat15:

تُرْمِاُوَ بٍۚتٰكِ نْمِ هُلّٰلا لَزَنْاَ آمَبِ تُنْمَاٰ لْقُوَ مْۚهُءَاۤوَهْاَ عْبِتَّتَ الَوَ تَۚرْمِاُ آمَكَ مْقِتَسْاوَۚ عُدْافَ كَلِذٰلِفَ

هُلّٰلاَ ۗ مْكُنَيْبَوَ انَنَيْبَ ةَجَّحُالَ ۗ مْكُلُا مَعْاَ مْكُلَوَ انَلُا مَعْاَ ۗآنَلَ مْكُبُّرَوَ انَبُّرَ هُلّٰلاَ ۗ مْكُنَيْبَ لَدِعْاَلِ

رُيْصِمَلْا هِيْلَاِوَۚ انَنَيْبَ عُمَجْيَ

Artinya:

“Karnaitu,seluruh(merekaberiman)dantetaplah(berimandan
berdakwah)sebagaimanadiperintahkankepada(Muhammad)dan
janganmengikutikeinginanmerekadankatakanlah“akuberiman
kepadakitabyangditurunkanAllahdanakudiperintahkanagar
berlakuadildiantarakamu.Allah-lahtuhankamidantuhankalian.
Tidak(perlu)adaperteengkatanantarakamidengankalianAllah
mengumpulkanantarakitadanKepada-nyalah(kita)kembali”.

AyatdiatasmemberiketegasanbahwaaAllahmerupakantuhan

bagigolongankamiIslam dantuhanbagigolongankalianselainislam.

Seluruhamal-amalyangkamiperbuatberimbasbedakimiasendiri

danbagiamal-amalkalianberimbaspadadirikaliansendiri,sehingga

tidakadaperselisihanantarakamidengankalian.Padaharikimiat

kelakAllahakanmengumpulkankitadanhanyakepada-nyalahkita

20DepartemenAgamaRepublikIndonesia,Al-Qur’andanTafsiranya(Yogjakarta:
UII1995)Hal240
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kembali.21

Kesimpulanya adalah hakikat agama hanyalah satu,yaitu

lakukanamalansesuaidengankeyakinanyangdiyakini.Tidakperlu

berselisihdalam melakukansesuatuamalansesuaidengankeyakinan

yangdiyakini.Tidakperluberselisihdalam melakukansatuamalan

danperlakukanseorangpemimpinharuslahadil.Sedangkanuntuk

masalahperbedaanyangdianutitumerupakanurusantuhan,pada

akhirnya kelak masing-masing akan diminta pertangung jawaban.

PrespektifIslam hanyalahterkaitkerukunandantolerransiberagama

yangdibatasiolehaspek-aspekmuamalh.

3. SurahAl-Kafirun:

متُدْبَعَ امَ دٌبِاعَ ولأانَأَ دبُعْأَ امَ نَودُبِاعَ مْتُنْأَ ولأ نودُبُعْتَ امَ دُبُعْ لأ نورُفِاكَلْا اهَيُّأَ ايَ لْقُ ْ

نيدِ يَلِوَ مْكُنُيدِ مْكُلَ دبُعْأَ امَ نَودُبِاعَ مْتُنْأَ وُلأ

Artinya:

“KatakanlahMuhammadwahaiorang-orangkafir1.Akutidak
menyembah apa yang kalian sembah 2.Dan kalian tidak
menyembah apa yang aku sembah 3. Dan aku tidak
menyembah apa yang kalian sembah 4.Dan kalian tidak
menyembah apa yang aku sembah 5.Untuk kalian agama
kalian,untukkuagamaku.

Toleransiberagamamerupakanhalyangsangatpentinguntuk

diamalkan.Namun ada beberapa mode toleransiyang dilarang,

21H.AbdulMalikKarim,TafsirAl-Azhar,(PustakaPanjimas:Jakarta,1986),Hal
309



diantaramodeyangdilarang tersebutadalahtoleransidalam bidang

ibadahdanakidah.PadasurahAL-KafiruniniAllahmemerintahkan

Rasulullah agar melakukan peribadatan hanya kepada-Nya ayat

pertama dan kedua Allah mensyariatkan kepada Rasulullah agar

mengutarakanKepadaorang-orangselainislam bahwasanyaTuhan

yangdisembaholehumatselainIslam.22

Kemudianpadaayatketiga.Allahmenegaskankembalitentang

peribadatan sifattuhan yang disembah.Dariperibadatan initidak

didapati titik temu antar keduanya sehingga mustahil untuk

melakukan modelpenyembahan yang serupa.Ayatkeempatdan

kelima merupakan pengulangan dan penegasan kembaliayat-ayat

sebelumnya. Sedangkan dalam ayat keenam pada surah ini

berkonsekwensi terhadap penolakan dalam menjalin konsep

peribadatanketikamenjalankanAgama.SehinggabagiselainIslam

menjalankan konsep agamanya sendiri,dan bagi umat Islam

menjalankanagamasesuaidenganwahyudariAllahdantuntunan

Rasulullah.

22Ibid,827



35



36

BABIII

MAHKAMAHKONSTITUSIDANHAKALIRANKEPERCAYAANDINEGARA

KESATUANREPUBLIKINDONESIA

A. MahkamahKonstitusi

1.PengertianMahkamahKonstitusi

MahkamahKonstitusilahirdalam rangkamewujudkankonsep

negara demokrasi. Pada struktur ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusimasuk dalam ranah yudikatifdan memiliki

kedudukan yang sejajardengan DPR,MPR,Presiden,Mahkamah

Agung,KomisiYudisialdanlembagalainnya.MahkamahKonstitusi

munculdengandibentuknyaUndang-UndangDasar1945Pasal24

ayat (2) yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi

menyelengarakan kekuasan kehakiman yang merdeka bebas dari

pengaruhlembagalaindalam penegakanhukum.

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusisesuaidengan

passal24ayat2UUD NRI1945adalahsebagaipengawas/penjaga

danpenafsirkonstitusidemiterwujudnyaperlindunganhak-hakasasi

manusia.MahkamahKonstitusimemilikiperanutamadalam tegaknya

hukum dankeadilan.PutusanMahkamahKonstitusibersifatfinaldan

mengikat.finalmaksudnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi

memperoleh kekuatan hukum secara lansung, sementara itu

sementara itu mengikat memiliki makna putusan Mahkamah
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Konstitusisebagaimanadimuatdalam websiteresminya“Tegaknya

konstitusidalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan

demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang

bermatabat”visiiniterterasebagaipedomanMahkamahKonstitusi

tatkalamenjalnkanrodakekuasaankehakimansesuaidenganamanat

Undang-undang.

2.KewenanganMahkamahKonstitusi

Dalam perubahan ketiga UUD 1945,Mahkamah Konstitusi

ditentukanmemilikilimakewenanganyaitu:23

a Melakukanpengujianataskonstitusionalitasundang-undang;

b Mengambilputusan atas sangketa kewenangan antarlembaga

negarayangditentukanmenurutUndang-UndangDasar;

c Mengambilputusan atas pendapatDewan Perwakilan Rakyat

bahwa Presiden dan/atau WakilPresiden telah melakukan

pelanggaranhukum sehinggasecarahukum tidakmemenuhisyarat

sebagaiPresiden/atauWakilpresidendarijabatanya;

d Memutuskanperkaraperselisihanmengenaihasil-hasilpemilihan

umum;dan

e Memutuskanperkaraberkenaandenganpembubaranpartaipolitik

Memperhatikan signifikansiperan MK selama inidalam

menjaga konstitusidengan mengendalikan produk-produk hukum

23SuparmanMarzuki,“PolitikHukum HakAsasiManusia”(Malang:
Erlanga,2014)hlm 255



yang melangar maupun potensial melangar HAM (hak-hak

konstitusional) warganegara, maka sudah seharusnya apabila

kewenagan MK diperluas mencakup kewnangan menerima dan

mengadiligugatanperorangan(constitusionalcomplaint)

3.SejarahMahkamahKonstitusi

pembentukanMahkamahKonstitusidapatdipahamidaridua

sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik

ketatanegaraan,keberadaanMahkamahKonstitusidiperlukanuntuk

mengimbangikekuasaanpembentukanundang-undangyangdimiliki

olehDewanPerwakilanRakyat(DPR)danPresiden.Halinimenjadi

penting agarundang-undang tidak menjadilegitimasibagitirani

mayoritaswakilrakyatdiDPRdanPresidenyangdipilihlansungoleh

rakyat.Serta pengeseran sistem ketatanegaraan yang tidak lagi

mengantsupremasiMPR menempatkan lembaga-lembaga negara

pada posisiyang sederajat. Karenanya memungkinkan muncul

sengketaantarlembaganegarayangmemerlukanforum hukum untuk

menyelesaikannya.LembagayangpalingsesuaiadalahMahkamah

Konstitusi.24

Darisisihukum,keberadaan Mahkamah Konstitusiadalah

salah satu konsekwensiperubahan darisupermasiMPR menjadi

supermasikonstitusi,prinsipnegarakesatuan,prinsipdemokrasi,dan

24MaruarSiahan,“Hukum AcaraMahkamahKonstitusi’(Jakarta:Sekretarian
JendraldanKepanitraanMahkamahKonstitusiRI2010)him 8-9
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prinsipnegarahukum.Pasal1UUD1945menyatakanbahwanegara

indonesiaadalahnegarakesatuanrepublik.Negarakesatuantidak

hanyadimaknaisecarageografisdanpenyelengaraanpemerintahan.

Didalam prinsip negara kesatuan mengkehendakiadanya suatu

sistem hukum nasional.Kesatuansistem nasionalditentukandengan

adanyakesatuandasarpembentukandanpemberlakuanhukum yaitu

UUD1945.25

4.KedudukanMahkamahKonstitusidalam Sistem Ketatanegaraandi

Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang

diintrodusirperubahanUUD NKRI1945.DarisudutpandangHukum

Tata Negara perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi karena

kewenanganyangmenentukandalam sistem ketatanegaraanIndonesia,

termasuksalahsatukewarganegaraanIndonesia,termasuksalahsatu

kewarganegaraannya adalah untuk menyelesaikan impeachment

Presiden,disampingkewenangankonstitusionallainya,sebagaimana

diaturdalam Pasal7BdanPasal24Cayat(1)perubahanketigaUUD

NKRI1945 menegaskan bahwa,Mahkamah Konstitusiberwenang

mengadilipadatingkatpertamadanterakhiryangputusanyabersifat

finaluntuk mengujiUndang-Unadang Dasar,memutus sengketa

kewarganegaraanlembaganrgarayangkewenanganyadiberikanoleh

Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik dan

25Ibidhlm 7



memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum.26

Selainkewenanganyangdigariskandalam Pasal24Cayat(1)di

atas,kewenangan konstitusionallainya dariMahkamah Kpnstitusi

dapatditemukandalam pasal7Bayat(1)dan(4)PerubahanUUDNKRI

1945,yangmenegaskanbahwa,Mahkam Konstitusiwajibmemeriksa,

mengadili,dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat

DewanPerwakilanRakyatbahwaPresidendan/WakilPresidentelah

melakukanpelangaranhukum berupapenghianatanterhadapnegara,

korupsi,penyuapan,tindakpidanaberatlainya,atauperbuatantercela,

atau perbuatan Presitan dan WakilPresiden tidaak lagimemenuhi

syaratsebagaiperesiden dan WakilPresiden.Merujuk pada hasil

perubahanketigaUUDNKRI1945sebagaimanaditemukanpadapasal

24C ayat(1)danayat(4)makakewenanganMahkamahKonstitusi

dalam sistem ketatanegaraanIndonesiadapatdielaborasidalam enam

hal,yaitu:27

a Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang

DasarNegaraRepublikIndonesia1945;

b Memutussengketakewarganegaraanantarlembaganegara:

c Memutspembubaranpartaipolitik;

d Memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum;

e Memeriksa,mengadilidan memutuskan pendapatDPR bahwa

26DahlanTahib,KetatanegaraanIndonesiaPrespektifKonstitusional(Jakarta:
TotalMedia,2009)hlm.254-225

27Ibid.,255
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PresidenatauWakilPresidentelahmelakukanpelangaranhukum

beratberupapenghianatanterhadapnegara,korupsi,penyuapan,

tindakpidanaberatlainyaatauperbuatantercela.

f Memerikassa,mengadilidanmemutuskanpendapatDPR bahwa

Presiden atau WakilPresiden telah tidaklagimemenuhisyarat

sebaagaiPresidendanWakilpresiden.

Tugas Mahkamah Konstitusi yakni guradion of

constitusionalataupenjagakonstitusiitusendiriuntukkokohnyaasas

konstitusionalitas.Demimewujudkan konstitusiyang bermatabat,

peran Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melakukan

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,halini

karenaIndonesiamengacupadasupremasikonstitsibukanterhadap

supermasiparlemen.Metode yang dilakukan ketika menilaisuatu

undang-undang ataausalahsatupasalhdidalamnyatidaksesuai

dengankonstitusi,makaMahkamhKonstitusiberhak membatalkan

produkhukum yang disengketakan.Dengan adanyawewenang ini

MahkamahKonstitusitelahmengunakanfungsinyasebagaipenjaga

konstitusi,sehingaketetapanhukum yangtelahdibuattidakkeluar

darikonstitusi.

B. HakKonstitusionalAliranKepercayaan diNegaraKesatuanRepublik

IndonesiaBerdasarkanPeraturanPerundang-undanganyangBerlaku

diIndonesia

1.HakWarganegara



Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus adanya

sebuah tatanan (suatu sistem aturan),dan setiap warga negara

memilikihakdankewajibanyangsamabaikdalam kehidupansosial

maupundihadapanhukum,yangsudahdiatursedemikianrupadalam

sebuahperaturanyangtertulismaupuntidaktertulis.

HakAsasiManusia(HAM)adalahhakyangmelekatpadadiri

manusia yang bersifat kodratidan fundamentalsebagaisuatu

anugrahdariTuhanYangMahaEsa,HAM menurutJohnLockeadalah

hak-hakyangdiberikanlansungolehTuhanMahaPenciptasebagai

hakkodrati.NamunHAM yangistilahnyathehumanrightberbeda

denganhakwarganegara(thecitizenright)yangbukanhakkodrati

pemberianTuhanYangMahaEsa.28

Warga negara adalah seluruh penduduk negara,yang oleh

kehadiranya, keberadaan negara menjadi mungkin. Wajar bila

warganegara,dalam negara demokrasi,memilikihak untuk ikut

menentukan nasib dan masa depan negara (hak politik).29 Aliran

kepercayaan yang ada diIndonesia merupakan warga negara

Indonesia yang menetap dan tinggal,oleh karenanya mereka

mempunyaihakdankewajibanyangsamasebagaiwarganegara,

28AbuTamrindanNurHabibiIhya,Hukum TataNegara,(Ciputat:UINSyarif
HidayatullahJakarta,2010)hlm 168

29HendarminRanadireksa,ArsiterturKonstitusiDemokratik,Bandung:Fokus
Media,CetakanPertama,2007),hlm 166
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termasukdalam pengakuankewarganegaraan.

Adapunhakwarganegarayangdiaturdalam undang-undang

yaitu:

a Setiapwarganegaraberhakmemelukdanmenjalankanagama

yangmerekapercayai.

Tidakadasatu orang pun dan kelompokmanapun yang

dapatmelarang,meniadakan atau memaksakan agama dan

keyakinanpadasetiapwarganegarasebagaimanayangtertuang

dalam Pasal28E,Ayat1dan2UUD1945;

Pasal28E:

1)Setiaporangbebasmemelukagamadanberibadatmenurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan,memilihkewarganegaraan,memilihtempattinggal

diwilayahnegaradanmeninggalkannyasertaberhakkembali.

2)Setiap orang berhakataskebebasan meyakinikepercayaan,

meyakinipikirandansikap,sesuaidenganhatinuraninya.

Pasal281Ayat1,2,3,dan4jugamenyatakan:

1)Hakuntukhidup,hakuntuktidakdisiksa,hakkemerdekaan,

pikiran dan hatinurani,hak beragama,hak untuk tidak

diperbudak,hakuntukdiakuisebagaipribadidihadapanhukum,

danhakuntuktidakdituntutatasdasarhukum yangberaksurut

adalahhakasasimanusiayangtidakdapatdikurangidalam



keadaanapapun.

2)Setiap orang berhak bebas dariprilakuan yang bersifat

deskriminatifatas dasarapapun dan berhak mendapatkan

perlinduunganterhadapperlakuanyangbersifatdeskriminatif.

3)Identitas budaya dan hak masyarakattradisionaldihormati

denganperkembanganzamandanperadaban.

4)Perlindungan,pemajuanpenegakan,danpemenuhanhakasasi

manusiaadalahtangungjawabnegara,terutamapemerintah.

b Setiapwarganegaraberhakuntukmenerimapendidikan

Pendidikanadalahsalahsatuaspekyangbisamembuuat

suatunegaramenjadinegarayangmaju.Halinisudahterterajelas

padaUUD1945Pasal31Ayat2berbunyi

“setiapwarganegaraberhakmendapatkanpendidikan“

c Setiapwarganegaraberhakuntukmendapatkankesejahteraan

sosial

Setiap warganegara berhak untuk mendapatkan

kesejahteraansosialsecaraadildanmerata,yangdiaturdalam

Undang-UndangDasar1945,Pasal33:

1) Perekonomiandisusunsebagaiusahabersamaberdasarasas

kekeluargaan

2) Cabang-cabangproduksiyangpentingbaginegaradanyang

menguasaihajathiduporangbanyakdikuasaiolehnegara.
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3) Bumi,airdankekayaanalam yang terkandung didalamnya

dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnyabagikemakmuranrakuat

4)Perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas

demokrasiekonomidenganprinsipkebersamaan,efesiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian,sertadenganmenjagakeseimbangankemajuan

dankesatuanekonominasional.

5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaksanaanpasalinidiatur

dalam Undang-undang.

d Setiap warganegara berhak memberikan pendapat atau

menyuarakanpendapatnya

Dalam UUD1945,Pasal28,yangberbunyi:

“Kemerdekaanberserikatdanberkumpul,mengeluarkanpikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

Undang-undang”

ArtinyakitasebagaiwarganegaraIndonesiabebasuntuk

menyuarakan isipikiran kita,baikitu kepadapemerintah atau

mungkinkebijakanasalsesuaidenganUndang-undang30

e Setiapwarganegaraberhakmempunyaikedudukanyangsamadi

matahukum

30Sukarno,PradigmaBaruPendidikanKewarganegaraan,(Yogyakarta:Pustaka
Belajar.2013),hlm 112



Dalam negarademokrasiwarganegaramemilikihakyang

samadimatahukum,tidakadaperbedaanperlakuanbaik.Pada

UUD1945,Pasal28D,Ayat1,berbunyi:

”Setiaporangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungan

dankepastianhukum yang adilsertaperlakuanyang sama

dihadapanhukum”.

f Setiaporangberhakmendapatkankehidupanyanglayak

Setiap orang yang memilikikewarganegaraan Indonesia

memilikihakuntukmendapatkanpenghidupanyanglayakseperti

yangtertuangdidalam UUD1945,Pasal27Ayat2,yangberbunyi:

“Tiap-tiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghidupan

yanglayakbagikemanusiaan”

2.Pembatasan Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan Melalui

Undang-Undang

a Pengaturntentangpenyalahgunaandan/ataupenodaanagama

Pengaturan tentang pencegaahan penyalahgunaan

dan/atau penodaan agama berdampak buruk terhadap

penganutkepercayaan.Muatan materidan UU No.1/PNPS

Tahun 1965 mengancam hak/kebebasan menganut

kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan

kepercayaan. Pengaturan tersebut membuat penganut

kepercayaan berada dibawah bayang-bayang ancaman
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penodaanagama.

Pasal1 UU aquamenyatakan“setiap orang dilarang

dengansengajadimukaumum menceritakan,menganjurkan

atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan

penafsirantentang sesuatuagamayang dianutdiIndonesia

ataumelakukankegiatan-kegiatankeagamaanyangmenyerupai

kegiatan-kegiatankeagamaandariagamaitu,penafsirandan

kegiatanmanamenyimpangdaripokok-pokokajaranagamaitu”.

Pasal2Ayat(1)“barangsiapamelangarketentuanpasal

1,diberiperintah dan peringatan kerasuntukmenghentikan

perbuatanya melalui keputusan bersama Mentri Agama,

Mentri/Jaksa Agung dan Mentri Dalam Negri”. Ayat (2)

menyatakan“apabilapelangarandalam ayat1dilakukanoleh

organisasiatau sesuatu aliran kepercayaan,maka Presiden

dapatmembubarkan organisasiitu dan menyatakan aliran

tersebutsebagaiorganisai/aliran terlarang.Setelah presiden

mendapat pertimbangan dariMentriAgama,Mentri/Jaksa

AgungdanMentriDalam Negri”.

Pasal3menyatakan“apabilatelahdilakukantindakan

olehMenagbersamaJaksaAgung,danMendagri/Presdiden,

terhadap orang/organisasialiran kepercayaan,maka masih

terus melangar ketentuan Pasal1,maka orang/penganut,



pengurus organisasidarialiran itu dipidana dengan pidana

penjaraselama-lamanyalimatahun”pasal4menyatakan“pada

KUHPidana diadakan pasalbaru yang berbunyi,pasal156a

“dipidanadenganpidanapenjaraselama-lamanyalimatahun

barang siapadengansengajadimukaumum mengeluarkan

perasaanataumelakukanperbuatan.

b PengaturantentangAdministrasiKependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan penganut

kepercayaandiaturdalam UU No24Tahun2013perubahan

atasUUNo23tahun2006tentangAdministrasiKependudukan.

Berawaldariundang-undanginilahterjadipembedaanperlakuan

negaraterhadappenganutagamadaanpenganutkepercayaan.

Negara membedakan pelayanan administrasi penganut

kepercayaan dengan penganut agama mengenaiidentitas

agama di KTP, kewajiban mendaftarkan organisasi, dan

pencatatanperkawinanyangberimplikasipadapembuatanakta

kelahiran,pembuatankartu(KK),pengesahandanpengakuan

anak.

1)PengaturanpencatatanidentitassagamadiKTP

UUNo24Tahun2013pasal8ayat(4)menyatakan

“persyaratandantatacarapencatatanperistwapentingbagi

pendudukyangagamanyabelum diakuisebagaiagamaatau

bagipenghayatkepercayaan berpedoman pada peratran
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perndang-undangan“.Pasal64ayat(1)menyatakan“KTP-el

mencantumkanagama.Ayat(5)menyatakan“datapenduduk

tentangagamabagipendudukyangagamanyabelum diakui

ataubagipenghayatkepercayaan“tidakdiisi”tetapitetap

dilayanidandicatatdalam databasekependudukan”.

2)Pengaturantentangpencatatatanperkawinan

Pengaturantentangpencatatanperkawinanpenganut

kepercayaan berdampak deskriminasi bagi kelompok

kepercayaan yang tidak memiliki pemuka penghayat

kepercayaan.Sayratuntukmemilikipemukakepercayaan,

harus ada SuratKeterangan Terdaftar(SKT)organisasi

kepercayaan.Artinyabagipenghayatkepercayaanyangtidak

memilikiSKT,makaperkawinannyatidakbisadicatatkan,

perkawinanyangtidakbisadicatatkanmakatidakmendapat

aktaperkawinansehinggaberdampakpadapembuatanakta

kelahiran,KK,pengasuhananak,bahkanberdampakpada

perkawinansanganakdikemudianhari.

Pencatatanperkawinanbagipenganutkepercayaan

diaturdalam PPNo.37tahun2007tentangpelaksanaanUU

24/2003tentangAdminduk.Pasal81ayat(1)menyatakan

“perkawinan penghayat kepercayaa”. Ayat 2 “pemuka

penghayat kepercayaan, ditunjuk dan ditetapkan oleh

organisasipenghayatkepercayaan tugasnya mengisidan



menandatanganisuratperkawinan”.Ayat(3)menyatakan

“pemukapenghayatkepercayaan,didaftarpadakementrian

yang tugasnya secara teknis membina organisasi

kepercayaan”.

3) PengaturantentangpendirianRumahIbadah,Pemakaman

danHakPendidikanPenganutKepercayaan

a)PengaturantentangFasilitasPemakaman

Pencatatan mengenaifasilitas pemakaman bagi

penganutkepercayaantidakkondusifkarenamemberikan

celah bagi kelompok mayoritas bertindak intoleran

terhadappenganutkepercayaan.Muatanmentritersebut

menjadi celah melakukan penodaan pemakaman.

Peraturan bersam Mendalam Negri dan Mentri

KebudayaandanPerwisataanNo43danNo41Tahun

2009 pasal 8 ayat (1) menyatakan “penghayat

kepercayaan yang meningaldunia dimakamkan umum

ayat(2)“jikapemakamanpenghayatkepercayaanditolak

dipemakaman umum yang berasaldaritanah wakaf,

pemerintah menyediakan pemakaman umum”.Ayat(3)

“lahan pemakaman umum dapat disediakan oleh

penghayat kepercayaan, untuk menjadi pemakaman

umum”. Ayat(4)“Bupatiatau walikota memfasilitasi

administrasipengunaan lahan yang didasarkan oleh
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penghayat kepercayaan, untuk menjadi pemakaman

umum.

b)PengaturanmengenaiRumahIbadah

Teknisdantatacarapersyaratanpendiriantempat

ibadah/sangarbagipenganutkepercayaanmengacupada

berbermendagridanmenbudper.Sementarapersyaratan

merujukpadaSKB duamentriyaknimentriagamadan

mentriDalam Negritentangkerukunanumatbeeragama

danpendirianrumahibadah.Syaratutamasupayabisa

membuatrumah ibadah dalam peraturan bersama itu

adanya90tandatangandanfotoKTP pengunarumah

ibadahdan60tandatangandanfotoKTPwargasekitar.

Syarat ini tentu memberikan penganut kepercayaan

karenamerekakelompokminoritas.

PerbermendagridanmenbudperNo43Tahun2009

pasal 9 ayat (1) menyatakan “penyedian sangar

didasarkanataskeperluannyatadansunguh-sunguhbagi

penghayatkepercayaan”.Ayat(2)“penyediaansanggar,

dapatberupa bangunanbaru atau bangunan lain yang

dialihfungsikan”.Pasal10“pembangunansanggar,harus

memenuhipersyaratanadministrasidanteknisbangunan

gedung sesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan”.Pasal11 ayat(1)“penghayatkepercayaan



mengajukan permohonan ijin mendidirikan bangunan

untukpenyediaansanggardenganbangunanbaru,kepada

Bupati/Walikota.Pasal2“bupat/walikotamemberikan

keputusan paling lambat 90 hari sejak diterimanya

permohonan pendirian sangar yang telah memenuhi

persyaratansebagaimanadimaksutpadaayat(1).

Pasal12 ayat(1)“penyediaan sanggaryang telah

mendapatijin sebagaimana mendapatpenolakan dari

masyarakat,pemerintahdaerahmenfasilitasipelaksanaan

pembangunansasanadansarasasehan”.Ayat(2)”ketika

pemerintah daerah dalam memfasilitasitidak berhasil,

pemerintah daerah tidak berhasil,pemerintah daerah

berkewajibanmemfasilitasiloksibaruuntukpengunaan

sanggar”. Pasal 13 menyatakan “bupati/walikota

memfasilitasipenyediaan lokasibaru bagibangunan

gedngsanggaryangtelahmemilikiIMByangdipindahkan

karenaperubahanrencanatataruangwilayah”.

c)TidakdiatrnyapendidikanbagiPenganutKepercayaandi

SekolahUmum

Pengaturan tentang sistem pendidikan Nasional

membuatsiswapenganutkepercayaantidakmendapat

pendidikan kepercayaan disekolah umum. Sekolah-

sekolah umum tidak menyediakan guru dan mata
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pelajarankepercayaansebaagaipenganutmatapelajaran

agama.UUsisdiknashanyamengaturmengenaigurudan

matapelajaranbagipenganutagamaresminegara.

UUNo20Tahun2003tentangsisdiknaspasal

12ayat(1)menyatakan“setiappesertadidikpadasetiap

satuan pendidik berhak:a.Mendapatkan pendidikan

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan

diajarkan oleh pendidik yang seagama”.UU ini,sama

sekalitidak menyingung mengenaipendidikan ‘agama’

bagipenganutkepercayaan.UU tentang pendidikan ini

berlakudeskriminasibagipenganutkepercayaan.Padahal

setiap orang berhak mendapatkan pengaajaran dan

pendidikantermasukpendidikanagama.

4)Peraturan tentang Penempatan Kepercayaan pada

KeementrianPendidikandanKebudayaan

Pada tahun 1957 penghayatkepercayaan tidak

dibawahnaunganDepartemenAgama(KementrianAgama)

padatingkatpropinsi.BerdasarkanIntruksiMentriAgamaNo

13Tahun1957,pembinaanpenganutkepercayaandialihkan

padasubBagianUmum TataUsaha,MentriAgama.Pada

tahun 1978, pelayanan 1978, pelayanan penganut

kepercayaan dialihkan pada Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,dibawah DirektoratBina HayatKepercayaan



berdasarkanKeppresNo40Tahun1978.

Alasan mendasar penghayat kepercayaan tidak

dibawah naungan Departemen Agama karena penghayat

kepercayaandinilaibukanmerupakanAgama.Atasdasaritu,

PeppresNo14Tahun2015pasal19hurufdmengaturbahwa

“dalam melaksanakan tugasnya, direktorat Jendral

KebudayaanmenyelengarakanFungsi:Melakukanpembinaan

lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sebagaiturunannya dibuatlah Peraturan MentriPendidikan

danKebudayaanNo73Tahun2012tentangBantuanSosial

Untuk Komunitas Budaya.Pasal1 ayat(13)menyatakan

“KomonitaskepercayaanadalahKesatuansosialgeneologis,

memilikikeyakinandanpandangankosmologisyangterikat

olehkekuatanadikodrati,mempunyaikitabyangdijadikan

rujukan,orangyangterpilihsebagaipemeneriaajaran,ada

upacaraperibadatan”.Pasal4hurufbmenyatakan“bantuan

sosialdiberikankepada:KomunitasKepercayaanyangterdiri

dariatasorganisasipenghayatkepercayaanyangterdaftardi

pemerintah“.

5)Pengaturan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap

penganutkepercayaan

Peraturan Bersama MentriDalam Negridan Mentri

KebudayaandanPerwisataNo43daanNo41Tahun2009
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Pasal15ayat(1)menyatakan“MentriDalam Negrimelakukan

pembinaandanpengawasanumum ataspelayanankepada

penghayatkepercayaan.Ayat(2)“pembinaanitudilakukan

dengan memantau Gubernur dalam pelayanan kepada

penghayat kepercayaan dan pembinan kepada

Bupati/Walikota dalam pelayanan kepada penghayat

kepercayaan”.

Pasal16ayat(1)menyatakan“menbudpermelakukan

pembinaandanpengawasanteknisataspelayanankepada

penghayatkepercayaan”.Ayat(2)“pembinaan teknis itu

meliputi:a.Pemberianpedoman;b.Pemberianbimbingan

teknis,konsultasi,suprvisidanc.dokumentasidanpublikasi”,

ayat(3)“pengawasnteknisitdilakukandenganpemantauan

danevaluasiterhadappelayananpenghayatkepercayaan”.

Kemudianpasal17menyatakan“Gubernuurmelakukan

pembinaan dan pengawwasan terhadap bupati/walikota

melaporkantugaspelayananpenghayatkepercayaan”.Pasal

18 ayat1 “bupati/walikota mealpaorkan tugas pelayanan

penghayatkepercayaandikabupaten/kotakepadaGubernur”.

Ayat(2)“gubernurmelaporkantugaspelayananpenghayat

kepercayaandiprovinsikepadamendagridanmenbudper”.

Ayat3“Laporansebagimanayangdimaksuddisampaikan

setiap6enam bulansekalipadabulanJanuaridanJuliatau



Sewaktu-waktujikadiperlukan”.

BukanhanyadibinaolehKemendagridanKemendikbud,

penganutkepercayaanjugadiawasiolehKejaksaanPasaal3

Ayat 3 menyatakan “ dalam bidang ketertiban dan

ketentraman umum, kejaksaan turut menyelengarakan

kegiatan d.Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat

membahayakanmasyarakat dan negara ;e. Pencegahan

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; UU diatas

menjadilandasanKesejahteraanmembuatsuratkeputusan

Jaksa Agung RINo.KEP004/J.A.01/19944 tentang Bakor

Paakem.Pasal2ayat(4)59:

1)Ketuamerangkapangota:KepalaKejaksaanNegri.Susunan

dankeangotaanPakem Tingkat2adalah:

2)WakilKetuamerangkpangota:KepalaseksiIntel

3)Angota-angotadariwakil:pemdatingkatII,Keenag,Polres,

Kodim,PendidikandanKebudayaandanlainnya

Pasal3ayat160:tugastim Pakem menurutpasal3

KeputusanJaksaAgungbertugas:

1)Menerimadanmenganalisalaporanatauinformasitentang

alirankepercayaandimasyarakat;

2)Menelitidanmenilaisecaracermatperkembangansuatu

alirankepercayaanuntukmengetahuidampak-dampaknya
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bagiketertibandanketentramanumum

3)Dapatmengambillangkah-langkahpreventifdanrepresif

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yangberlaku

Melihat peraturan perundang-undangan di atas,

negaratelahikutcampurdalam keyakinanindividupenganut

kepercayaan dibatasioleh UU tentang penodaan agama,

keharuskan mencantumkan identitas di KTP,pelayanan

administrasikependudukan,daanpembentukanBakorPakem.

Peraturanitumerugikanhak-hakdasarpenganutkepercayaan

bahkan pada beberapa kasus,seorang dipidan akarena

diangaptelahmenodaiagama.Artinyaperaturanperundang-

undangan tersebutdiatas tidak kondusifdala mengatur

kepercayaan.

C. HakKonstitusionalAliranKepercayaandiNegaraKesatuanRepublik

IndonesiaBerdasarkanPutusanMahkamahKonstitusiNomor97/PUU

-XIV2016

MahkamahKonstitusimengeluarkanputusanNomor97/PUU-

XIV 2016 terkaitpengujian Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangTahun2013tentang

AdministrasiKependudukanterhadapUndang-UndangDasarNKRI1945.

Pemohon yang mengujikan perkara inimerupakan Komonitas aliran



penghayatkepercayaan yang merasa mendapatkan deskriminasioleh

aparaturpemerintahandengantidakditulisnyaaliranyangmerekaanut

dalam KTP Elektronik yang kemudian berdampak pada sulitnya

memperolehpelayaniankependudukan.

PasalpertamayangdiujimeliputiPasal61ayat1dan2Undang-

UndangNomor32Tahn2006ayat1yangmengaturtentangbeberapa

keterangan yang dituliskan dalam Kartu Keluarga KK salah satunya

penulisanagamapadakolom agama.Sedangkanpadaayat2mengatur

tentangmasyarakatalirankepercayaanbahwakolom agamapadaKK

tersebuttidakdicantumkankarenabelum adanyapengakuanterkaiagama

yamgdianut.

Pasal2yangdilakukanpengujianadalahpasal64ayat1

dan5Undang-UndangNomor24Tahun2013tentangperubahanatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.Dalam Pasal64Ayat1mengaturtentangkerangkaacuan

dalam penulisanKTPelektronik,salahsatunyajugaterdapatkolom agama

didalamnya.Kemudianayat5memberipenjelesanterhadapmasyarakat

aliranpenghayatkepercayaanbahwakolom agamapadaKTPElekronik

yangdimaksudtidakdituliskarenabelum diakuinyaagamayangdianut.

AkibaddariadanyaPasalUndang-Undangaquoaliranpenghayat

kepercayaan mendapatkan perlakuan inkonstitusional,kareena dengan

adanyaPasalinialiranpenghayatkepercayaansulitmendapatkanKartu
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KeluargadanKTP Elektronik,sertasulitnyamencaripekerjaankarena

kekosongankolom agamadidalam KTP.

DengankeluarnyaPutusanMahkamahKonstitusiNomor97/PUU

-XIV/2016ini,menjadikaneksistensimasyarakatalirankepercayaanmulai

munculketengah-tengah masyarakt.Adapun isidariputusan tersebut

yaitu;

1.Mengabulkanpermohonanparapemohonuntukseluruhnya;

2.Menyatakankata‘agama’dalam pasal61ayat1danpasal64ayat1

undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan,bertentangandenganUndang-UndangDasarNegara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempuunyaikekuatan

hukum yang mengikatsecarabersyaratsepanjang tidaktermasuk

“kepercayaan”

3. Menyatakanpasal61Ayat2danPasal64ayat5Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNnomor24Tahun

2013tentangperubahanatasUndang-UndangNomor23Tahun2006

tentang AdministrasiKependudukan bertentangan dengan Undang-

Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak

mempunyaihukum yangmengikat.

Dalam putusantersebutmenyebutkanbahwaMahkamahKonstitusi

memberikan hak konstitusionalkepada penganutkepercayaan setara

denganagamadanpenganutkepercayaanmendapatkanmencantumkan



kepercyaannyadidalam kolom agamadalam KTPelrctronik
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BABIV

TINJAUANFIQIHSIYASAHTERHADAPPUTUSANMAHKAMAHKONSTITUSINOMOR

97/PUU-XIV2016TERKAITHAKKONSTITUSIOALALIRANKEPERCAYAANDI

NEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIA

A Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dasar/Konsideran Putusan Mahkamah

KonstituusiTerkaitHakKonstitusionalAliranKepercayaandiNegaraKesatuan

RepublikIndonesia

Pro dan kontra mengenaiputusan Mahkamah Konstitusiterkait hak

KonstitusionalAliranKepercayaanmerupakanpermaslahanketatanegaraanyang

harusdiselesaikanolehpemerintahan.Ketikaadanyapermasalahansepertiinikita

haruskembalipadacita-citabangsayangyangtertuangdalam pembukaanUUD

1945alineakeempat,yaknimelindungisegenapbangsaIndonesia,memajukan

kesejahteraanumum danmencerdaskankehidupanbangsa.

NegaraIndonesiamerupakannegarayangberdasarkanpancasiladanUUD

1945.Indonesiajugamerupakannegarahukum (rechtstaat).Salahsatudariciri

negarahukum rechtstaatadalahmemberikanjaminanperlindunganterhadaphak

asasimanusiadanperlakuanyangsamadibadanhukum.

Dalam halini,dapatmengacupadaasasbernegara,salahsatunyayakniasas

equalitybeforethelaw,artinyasetiapwarganegarasamakedudukannyadalam

hukuum danpemerintahan.Equalitybeforethelaw asaspersamaandihadapan

hukum,dimanadidalmnyaterdapatsuatukesetaraandalam hukum padasetiap

individu.Tujuanutamadariindividu.Tujuanutamadariequalitybeforethelaw
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adalah asas persamaan dihadapan hukum,dimana didalmnya terdapatsatu

kesetaraandalam hukum padasetiapindividu.Tujuanutamadariequalitybeforethe

low adalah menegakan keadilan, berarti hukum sebagai satu etnis tidak

membedakansiapapunyangmemintakeadilankepadanya.

MakadariitusecaralansungeksistensimakamahkonstitusidiInsonesia

seharusnyaselarasdengandukunganmahkamahkonstitusitersebutkepadahak-

hakkonstitusionalrakyatindonesiatanpamemandang etnisdan golongan jadi

dengankatalainmahkamahkonstitusiharusmemperjuangkandanmenjunjuung

tinggisertamemenuhihak-haktersebut.

Dalam putusan Mahkamah KonstitusiNo 97/PUU-XIV 2016 TerkaitHak

Konstitusional Aliran Kepercayaan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

dijelaskanbahwasanyaumatkepercayaanditetapkansebagaistatusAgamadiE-

KTP dan diakuisetara dengan agama-agama yang ada diIndonesia halini

berdasarkanpertimbangan;

a Tinjauansosiologis31

1)Bahwa keberadaan pasal 64 ayat 1 juncto ayat 5 UU Administrasi

Kependudukanyangmengosongkankolom agamabagialirankepercayaan

telah merugikan pemohon IIdan para penghayatkepercayaan parmalim.

Karenatidakdiisinyakepercayaandalam dikolom agamadalam KartuTanda

PendudukdanKTPelektronikberimbaspadapelangarandalam pemenuhan

hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dimilikipemohon II,bahkan

dengan tidakdicantumkannya aliran kepercayaan didalam KTP elekrtonik

pemohon IItelah terjadideskriminasiyang dialamioleh pemohon dalam

31MahkamahKonstitusiRepublikIndonesia,PutusanMahkamahKonstitusi..16-18



berbagai bentuk, seperti; kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat

mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen

kependudukansepertiKTPelektronik,KartuKeluargKK,AkteNikah,danAkte

Kelahirandanjugamendapatstigmasesatdarimasyarakatumum;

2)Bahwakeberadaanpasal61ayat1danayat2junctopasal64ayat1danayat5

UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut

kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk

mengosongkankolom agamadiKK danKTP elektronikmerupakanbentuk

keenganan negara mengakui keberadaan penganut kepercayaan serta

penganutagamalainyangbukanmayoritasdiIndonesiaketidakmauanNegara

untukmengakuiinimerupakantindakandeskriminasisecaralansung,yang

dalam kasusinisetidaknyadialamiolehpemohon

3)Bahwapasalundang-undangaquotelahmelangarkepastianhukum,karna

dalam halinikarenadalam rumusannyamengandungpenafsiranyangberbeda-

beda.Pasalundang-undang a quo disebutkan bahwa KK memuatelemen

keteranganagamadidalamnya,begitujugadenganKTPelektronikmemuat

elemendatapenduduk,termasukagamasipemegangKTPelektronik.Namun,

kasusbagipenganutkepercayaan/penghayatataubagipenganutagamayang

belum diakuisebagaiagama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan,kolom agamatersebutdikosongkan

4)Bahwa pasala quo menunjukan adanya pertentangan satu sama lainnya,

karena terdapatperbedaan dalam halpengurusan KK dan KTP elektronik

antarapenghayatkepercayaandanpemohondenganwarganegaralainya,

sebab bagipenghayatkepercayaan,kolom agama dikosongkan,meskipun

dalam undang-undangaquodisebutkan,meskipundalam undang-undanga



65

quo disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat di dalam databese

kependudukan.Halinimenunjukanketidakjelasandanmelangarhak-hakdasar

yangdimilikiwarganegarapadaumumnya,kolom agamatidakdikosongkan;

5)Bahwadengandemikianpasalundang-undangaquobertentangandengan

asashukum perlakuanyangsamadihadapanhukum.Haliniadalahkarena

pasal-pasalundang-undangaquomenunjukantidakadakesetaran/kesamaan

dalam hukum bagisetiapwarganegaradalam danmenunjukanperlakuanyang

berbedaantarawarganegara,yaknimembedakanpengurusanKK danKTP

elektronikantarapenghayatkepercayaandenganwarganegarapadaumumnya

denganmengosongkankolom agamabagipenghayatkepercayaan;

6)Bahwadalam Pasal58ayat2hurufhUUAdministrasiKependudukantelah

disebutkan“agama/kepercayaan”adalahbagiandaridataperseoranganyang

harus dicatatdalam databese kependudukan.Akan tetapidata itu ihanya

disimpandalam sistem dataperseorangansecarakualitatatifdankuantitatif

dalam dataagragetkependudukan,namuntidakdicatatkansecaraekplisit

dalam elemen data difisik dokumen KK dan KTP elektronik,sehinga

keberadaan Pasal-Pasal a quo yang memerintahkan dikosongkannya

penghayatkeprcayaantidaksenadadansesuaidenganpasal58ayat2huruff

UU AdministrasiKependudukan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian

hukum daningkonsitensipengaturanpengisiankolom agama/kepercayaan.

Halinijelas bertolak belakang dengan masa kepemerintahan Nabi

MuhammadSAW dimanabeliauselalumenjagahubunganbaikdenganYahudi

maupunNasranisepeti:

1)KetikakedatanganRasulullahkeKotaMadinahhalpertamayangdilakukan

Rasulullah adalah mempersatukan masyarakat setempat yang berlatar



belakangberbedabaikagama,sukudanrasdenganmembuatPiagam Madinah.

Piagam inilah yang menjadipedoman hidup masyarakatMadinah yang

beragam dengandasarketentuandankebebasanberagama

2)Sejarawan muslim Ibnu Ishak pernah bercerita tatkala Rasulullah SAW

mendapatkunjungandari60orangNasraniNajranyangdipimpinolehpendeta

AbuAl-HarisahbinAl-Qomah.Ketikarombongantersebutdatangkemasjid,

RasulullahsawbaruselesaimenunaikansalatAsharbersamaparasahabatnya.

Seketikasahabatterkejutdanmelarangrombonganituuntukmelaksanakan

kebatinandimesjid.AkantetapiRasulullahsaw menyruhparasahabatuntuk

memberikan waktu rombongan itu melaksankan kebatinan sesuaidengan

dengankepercayaanmereka.DiceritakanbahwaAbuAl-Harisahyangtelah

mengetahuirisalahNabiMuhammadsaw.NabiMuhammadtidakmenyuruh

ataumemaksarombongantermasukdirinyauntukmasukkedalam Islam.

3)HalserupajugadilakukanolehNabisaatpenakhlukankotamekahyangmana

mayoritas penduduknya adalah bangsa Qurais yang sebelumnya acapkali

melakukantindakan-tindakanpenindasankepadaumatIslam.Sikaptoleransi

yangsangatindahditunjukanolehNabidenganmemilihuntuktidakbalas

dendam danmembebaskanbangsakurais.

b Tinjauanfilosofis32

1)BahwauntukmenganutagamaataukepercayaanterhadapTuhanYangMaha

Esa merupakan hak konstitusiconstitutionalrights warga negara,bukan

pemberiannegara.Dalam gagasannegarademokrasi,yangjugadianutoleh

UUD1945,negarahadirataudibentukjustruuntukmelindungi.Dalam halini,

alineakeempatpembukaanUUD1945antaralainmenyatakan,“kemudiandari

32Ibid.,138-139
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pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia,maka

disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

UndangDasarIndonesia.

2)Bahwa pernyataan mendasar/elementeryang secara eksplisittertuang di

dalam Alinea ke empatperubahan UUD NKRI1945 bukan hanya sekedar

menjelaskanbahwapemerintahNegaraIndonesiayangdibentukdenganUUD

NKRI1945adalahkelanjtandarikemerdekaankebangsaanIndonesia,yang

diproklamasikantangal17agustus1945,melainkansekaligusmemuatamanat

ataupemerintahbahwapemerintahNegaraIndonesiayangdibentuksalahsatu

tugasnyaadalahmelindungisegenapbangsaIndonesiainibukanhanyaberarti

melindungiragadanjiwawarganegaraIndonesia,termasuktatkalaberada

diluaryurisdiksiIndonesia,tetapijugamelindungihak-hakwarganegaraitu,

lebih-lebihhakyangmerupakanhakasasinya.Amanatinikemudiandituangkan

secaralebihtegasdalam Pasal281Ayat4UUDNKRI1945yangmenyatakan,

“perlindungan,pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasimanusia

adalahtangungjawabnegara,terutamapemerintah.

3)Bahwaapabilanorma-noramahukum dasarkonstitusidiatasdihubungkan

secarasistematis,terdapatduapoinpentingyangdapatdipahami.Pertama,

Pasal28Eayat1dan2UUDNKRI1945merupakanbagiandariBabXAyang

terkaithakasasimansusia,sedangkanpasal29merupakanisidariBabXI

terkaitdenganAgama.Dengandemikian,pasal28Eayat1dan2UUDNKRI

1945berisipenegakkanterhadaphaksetiapmanusiauntukmemelkagama

danhakmeyakinikepercayaan.Pengakuantersebutmembawaimplimentasi

bahwa memeluk agama dan meyakinikepercayaan merupakan hak yang

melekatpadasetiaporang.Sebagikonsekwensinya,Pasal29UUDNKRI1945



munculdengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

pendudukuntukmemelukagamanyadanuntukberibadahmenurutagamadan

kepercayaannyaituartinya,ketentuanPasal28EAyat1dan2UUDNKRI1945

merupakan pengakuan konstitusinegara terhadap hak asasikebebasan

beragamadanberkeyakinanbagisiapapun,sedangkanpasal29UUD NKRI

1945merupakanpenegasanatasperanyangharusdilakukanolehnegara

untuk menjamin tiap-tiap penduduk agarmerdeka dalam dalam memeluk

agamadankeyakinanyangdianutnya.TerlepasdarifaktaPasal28Eayat(1)

dan(2)UUD NKRI1945dirumuskanlebihkemudianbiladibandingkanbila

dibandingkanPasal29UUDNKRI1945,namunhubungansistematisnyadalam

dipahamidemekian.Bahkan,karenadirumuskankemudian,Pasal28Eayat(1)

dan(2)UUD NKRI1945memprtegasihwalpengakuanatashakkebebasan

beragamasetiaporangyangjugatelahadasebelumnyadidalam UUDNKRI

1945.

Begitupuladalam filsafathukum Islam yangdijelaskandalam Al-Qur’an

danAl-Sunnah:

1)Al-qur’ansuratAl-Baqarahayat256mengenaitidakadanyapaksaandalam

memelukagama.karenasejatinyakeimananseseorangitulahirdanberdiri

atashajjah(alasan)ataudalil-dalilkebuktiannyayangtelahada,karenaImanitu

esensinyatunduukdan khudu’(patuh),halinitidakdapatdicapaidengan

pemaksaanataukekerasan,melainkandenganargumendanpenjelasanyang

menyakinkan.tidakadapaksaandalam menganutagama”.Dalam penafsiran

QuraishShihabtentangsuratAl-Baqarahayat256 menjelaskanbahwaAllah

sendiritidakmembutuhkansesuatusehinggabuatapaadapaksaan,selainitu

Quraish Shihab juga menambahkan dengan ayatal-Qur‟an pada suratal-
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Maidahayat48dengankalimat,“sekiranyaAllahmenghendaki,niscayakamu

dijadikan-Nyasatuummat(saja)”.

2)hadisDariIbnuJuraijtentangMenghormatiKeyakinanNonMuslim yangisinya”

siapadiantarapemelukYahudidanNashraniyangtidakmaumasukIslam,

makadiatidakdihalangimenjalankankeyakinannya,akantetapiditetapkan

jizyahatassetiaporangyangberakal,laki-lakiperempuan,merdekaataupun

budak.”(H.R.‘Abdur-Razzaq).Haditsdiatasmemberikan pelajaran bahwa

Islam sangatmenghormatikeyakinanyangdianutsetiaporang.Tidakada

paksaan dalam memeluk agama Islam sebab agama atau keyakinan itu

berkaitan de-ngan hati.Hatiseseorang tidakbisa didesakuntukmeyakini

keimanantertentu.

c TinjauanYuridis33

1)Menimbang bahwa berdasarkan Psal51 ayat1 UU Mahkamah Konstitusi

besertapenjelasannya,yangdapatmengajukanpermohonanpengujianundang

-undang terhadap UUD NKRI1945 adalah mereka yang mengangap hak

dan/ataukewenangankonstitusialnyayang diberikanolehUUD NKRI1945

dirugikanolehberlakunyasuatuundang-undangyaitu:

a)Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang

mempunyaikepentinganyangsama;

b)Kesatuanmasyaakathukum adatsepanjangmasihhidupdansesuaidengan

perkembanganmasyarakatdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia

yangdiatrurdalam undang-undang;

c)Badanhukum publikdanprivat;

33Ibid.,131-132



d)LembagaNegara.

Dengandemikian,pemohondalam pengujianundang-undangterhadap

UUDNKRI1945harusmenjelaskandanmembuktikanterlebihdahulu:

a)Kedudukannyasebagaipemohonsebagaimanadimaksuddalam Pasal51

Ayat1UUMahkamahKonstitusi;

b)Kerugianhakdan/ataukewenangankonstitusionalyangdiberikanolehUUD

NKRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang

dimohonkanpengujian.

MenimbagjugabahwaMahkamahsejakputusanMahkamahKonstitusi

Nomor006/PUU-III/2005 bertangal31 Mai2005 dan Putusan Mahkamah

KonstitusiNomor11/PUU-V/2007bertangal20September2007,sertaputusan

-ptusanselanjutnyaberpendirianbahwakerugianhakdan/ataukewenangan

konstitusionalsebagaimana daimaksud dalam 51 Ayat1 UU Mahkamah

Konstitusiharusmemenuhilimasyaratayaitu:

a)Adanyahakdan/ataukewenangankonstitusionalpemohonyangdiberikan

olehUUDNKRI1945;

b)Hakdan/ataukewenangankonstitusionaltersebutolehpemohondiangap

dirugikanolehberakunyaundang-undangyangdimohonkanpengujian;

c)Kerugiankonstitusionaltersebutharusbersfatkhususspesifikdanaktual

setidak-tidaknya potensi yang menurut penalaran yang wajar Dapat

dipastikanakanterjadi;

d)Adanyahubungansebab-akibatcausalverbandantarakerugiandimaksud
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danberlakunyaundang-undangyangdimohonkanpengujian;

e)Adanyakemungkinanbahwadengandikabulkanpermohonmakakerugian

konstitusionalsepertiyangdidalikantidakatautidaklagiterjadi.

B.TinjauanFiqihSiyasahTerhadapPutusanMahkamahKonstitusiNomor97/PUU-

XIV 2016TerkaitHakKonstitusionalAliranKepercayaandiNegaraKesatuan

RepublikIndonesia

1.Al-qur’an

Dalam ajaran Islam,kebebasan beragama dan peribadatan,dapat

dirujukdalam

a suratAl-Baqarah(2):256

كَسَمْتَسْا دِقَفَ بِهِلّٰلا نْۢمِؤْيُوَ تِوْغُاطَّلا بِ رْفُكْيَّ نْمَفَ ۚ يِّغَلْا نَمِ دُشْرُّلا نَيَّبَتَّ دْقَ نِۗيْدِّلا ىفِ هَارَكْاِ آلَ

ميْلِعَ عٌيْمِسَ هُلّٰلا وَۗ اهَلَ مَاصَفِنْا الَ ىقٰثْوُلْا ةِوَرْعُلْا بِ

Artinya:

”tidakadapaksaandalam (menganut)agama(islam),sesunguhnyatelah
jelas(perbedaan)antarajalanyangbenardanjalanyangsesat.Barang
siapaingkarkepadathogutdanberimankepadaAllah,makasesunguhdia
telahberpegang(teguh)padataliyangsanggatkuatyangtidakakan
putus.DanAllahmahamendengarlagimahamengetahui”

.

TafsiranSurat:

Kalimatpertamaayattersebutmenyatakan“tidakadapaksaandalam

menganutagama”.Dalam penafsiranQuraishShihabmenjelaskanbahwa

Allahsendiritidakmembutuhkansesuatusehinggabuatapaadapaksaan,

selainituQuraishShihabjugamenambahkandenganayatal-Qur‟anpada



suratal-Maidahayat48dengankalimat,“sekiranyaAllahmenghendaki,

niscayakamudijadikan-Nyasatuummat(saja)”.Dalam halini,tidakperlu

adanyapaksaankarenamemangadanyaperbedaandalam menganut

agamadanmemilihaqidahkehendakdariAllahswt.34

b SuratAl-Hujuratayat13

هِلّٰلا دَنْعِ مْكُمَرَكْاَ ۚنَّاِ اوْفُرَاعَتَلِ لَىِٕاۤبَقَوَّ ابًوْعُشُ مْكُنٰلْعَجَوَ ىثٰنْاُوَّ رٍكَذَ نْمِّ مْكُنٰقْلَخَ انَّاِ سُانَّلا اهَيُّاَيٰٓ

رٌيْبِخَ مٌيْلِعَ هَلّٰلا نَّاِۗ مْكُىقٰتْاَ

Artinya:

"Haimanusia,sesungguhnyaKamimenciptakankamudariseoranglaki-
lakidanseorangperempuandanmenjadikankamuberbangsa-bangsa
danbersuku-sukusupayakamusalingkenal-mengenal.Sesungguhnya
orangyangpalingmuliadiantarakamudisisiAllahialahorangyang
palingtakwadiantarakamu.SesungguhnyaAllahMahaMengetahuilagi
MahaMengenal."

TafsiranAyat:

Dalam kitabal-Mubhamaat,IbnuAsakirmeriwayatkan“sayamenemukan

tulisantangandariIbnuBasykualyangmenyebutkanbahwaAbubakarbin

Dawudmeriwayatkandalam kitabtafsirnya”.Ayatiniturunberkenaan

dengan AbiHindun,suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh Bani

BayadhahuntukmenikahkanAbuHinduninidenganwanitadarisuku

mereka.8 Akan tetapi,mereka berkata,”wahaiRasulullah,bagaimana

mungkin kamiakan menikahkan anak wanita kamidengan seorang

budak”.Sebagairesponnya,turunlahayatini.35

34QuraishShihab.2000.TafsirAl-MishbahPesan,KesandanKeserasianal-Qur’an.Ciputat:
LenteraHati.Cet.1.Vol.1.hlm.515

35JalaluddinAs-suyuthi,Sebabturunnyaayatal-Qur’an,terjemahTim AbdulHayyie(Jakarta:
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c SuratAsy-Syuara15

لَدِعْاَلِ تُرْمِاُوَ بٍۚتٰكِ نْمِ هُلّٰلا لَزَنْاَ آمَبِ تُنْمَاٰ لْقُوَ مْۚهُءَاۤوَهْاَ عْبِتَّتَ الَوَ تَۚرْمِاُ آمَكَ مْقِتَسْاوَۚ عُدْافَ كَلِذٰلِفَ

انَنَيْبَ عُمَجْيَ هُلّٰلاَ ۗ مْكُنَيْبَوَ انَنَيْبَ ةَجَّحُالَ ۗ مْكُلُا مَعْاَ مْكُلَوَ انَلُا مَعْاَ ۗآنَلَ مْكُبُّرَوَ انَبُّرَ هُلّٰلاَ ۗ مْكُنَيْبَ

رُيْصِمَلْا هِيْلَاِوَۚ

Artinya;

 Karena itu,serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan
berdakwah)sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad)dan
janganlah mengikutikeinginan mereka dan katakanlah,“Aku beriman
kepadaKitabyangditurunkanAllahdanakudiperintahkanagarberlaku
adildiantara kamu.Allah Tuhan kamidan Tuhan kamu.Bagikami
perbuatan kamidan bagikamu perbuatan kamu.Tidak (perlu)ada
pertengkaranantarakamidankamu,Allahmengumpulkanantarakitadan
kepada-Nyalah(kita)kembali.”

TafsiranAyat:

KepadaagamayanglurusyangAllahsyariatkanbagiparanabidanDia

wasiatkankepadamerekaitulahhendaknyakamudakwahihamba-hamba

Allah (wahairasul),dan beristiqamahlah sebagaimana yang Allah

perintahkankepadamu,janganmengikutihawanafsuorang-orangyang

ragu-ragudalam kebenarandanmembelotdariagama,danucapkanlah

“sayamembenarkanseluruhkitab-kitabyangturundarilangitkepadanabi

-nabi,dantuhankumemerintahkankepadakuagarbersikapadildiantara

kaliandalam menetapkanhukum.Allahadalahtuhankamidantuhan

kalian,bagikamipahalaperbuatankamiyangshalihdanbagikalian

balasanamalperbuatankalianyangburuk.Tidakadaperdebatandan

perselisihan diantara kamidengan kalian setelah jelasnya kebenaran,

AllahakanmengumpulkanantarakamidankaliandiharikiamatlaluDia

GemaInsani,2009),530



memberikankeputusandiantarakitadengankebenarandalam perkara

yangkitaperselisihkan,hanyakepadaNyatempatkembalidanberpulang,

laluDiamembalasmasing-masingsesuaidenganhaknya.

2.Al-Hadits

1)HaditstentangAjaranToleransidalam Islam

RasulullahSAW bersabda:

قَلَا سٍابَّعَ نِبْا نِعَ ، ةَمَرِكْعِ نْعَ ، نِيْصَحُلْا نِبْ دَوُادَ نْعَ ، قَاحَسْإِ نُبْ دُمَّحَمُ انَرَبَخْأَ ،قَلَا: دُيزِيَ ينِثَدَّحَ :

ةُحَمْسَّلا ةُيَّفِينِحَلْا ؟قَلَا: هِلَّلا ىلَإِ بُّحَأَ نِايَدْأَلْا :يُّأَ مَلَّسَوَ هِيْلَعَ اللهُ ىلَّصَ هِلَّلا لِوسُرَلِ لَيقِ

Yazidberkata;telahmengabarkankepadakamiMuhammadbinIshaqdari
DawudbinAlHushaindariIkrimah dariIbnu‘Abbas,iaberkata;Ditanyakan
kepadaRasulullahSaw.“Agama manakahyangpalingdicintaiolehAllah?”
maka beliau bersabda:“Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang luruslagi
toleran)”(HR.AbuDaud)

IbnHajaral-Asqalanyketikamenjelaskanhaditsini,beliauberkata:

HaditsinidiriwayatkanolehAl-Bukaharipadakitabiman,BabAgamaitu

mudah”didalam sahiahnyasecaramu’allq dengantidakmenyebutkan

sanadnyakarenatidaktermasukdalam kategorisyarat-syarathadissahih

menurutImam al-Bukhari,akan tetapibeliau menyebutkan sanadnya

secaralengkapdalam al-Adabal-Mufradyangdiriwayatkandarisahabat

Abdullah ibn ‘Abbas dengan sanad yang hasan.Sementara Syekh

Nasiruddin al-Albanimengatakan bahwa hadis iniadalah hadis yang

kedudukannyaadalahhasanligharihi.”(Al-Albany,1415H:122).

2) HaditsTentangMenghormatiKeyakinanNonMuslim
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وَ يٍّدِوْهُيَ نْمِ مَِ سِْلا الإ هَرِكَ نْمَ :وَ نِمَيَلْا لِهْأَ ىلَإِ (ص) يِّبِنَّلا بِاتَكِ يْفِ نَاكَ قَلَا: جٍيْرَجُ نِبْا نِعَ

دٍبْعَ رٍّحُوَ ، ىثَنْأُ وَ رٍكَذَ حَمٍلِا، لِّكُ ىلَعَ ةُيَزْجِلْا هِيْلَعَ ،وَ هِنِيْدِ نْعَ لُوْحُيَ لاَ هُنَّإِفَ يٍّنِارَصْنَ

DariIbnuJuraij,iaberkata:“DiantaraisisuratRasulullahSAW.kepada
pendudukYamanadalah:siapadiantarapemelukYahudidanNashrani
yang tidak mau masuk Islam,maka dia tidak dihalangimenjalankan
keyakinannya,akantetapiditetapkanjizyahatassetiaporangyangberakal,
laki-lakiperempuan,merdekaataupunbudak.”(H.R.‘Abdur-Razzaq).

Hadits di atas memberikan pelajaran bahwa Islam sangat

menghormatikeyakinan yang dianutsetiap orang.Tidak ada paksaan

dalam memelukagamaIslam sebabagamaataukeyakinanituberkaitande

-nganhati.Hatiseseorangtidakbisadidesakuntukmeyakinikeimanan

tertentu.Hanyasajakalaudalam negaraIslam terdapatsejumlahpenduduk

yangtidakmaumemelukIslam,makamerekadiwajibkanmembayarjizyah.

Jizyahinimerupakansejumlahdanayangdibayarkankepadapemerintah

Islam karenajaminanperlindunganyangdiberikandansekaligusuntuk

menghapus kewajiban jihad daripundak me-reka.Penetapan jizyah

bukanlahuntukmenundukkankaum nonmuslim sebagai“wargakelasdua”.

Akantetapikedudukanmerekatetapsejajardengankaum muslimin.Hak

dankewajibanmerekapunsama(AlaikS.,2012:41-43).

3.Piagam Madinah

Piagam MadinahmerupakanstrategimempersatukanumatIslam dan

YahudiuntukterikatjanjiuntuksalingmenjagakeamanaankotaYastrib.Dalam

perjanjian itu juga ditetapkan dan diakuinya hak kemerdekaan tiap-tiap

golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya.Kesepakatan ini

merupakansalahsatuperjanjianpolitikyangmemperlihatkankebijaksanaan



dantoleransiNabiMuhammadsaw36

DiMadinahNabibukansajasebagaipemimpinkeagamaanmelainkan

jugapemimpinpemerintahan.MasyarakatMadinahyangmultietnisdengan

keyakinan agama yang beragam.Dengan pluralitas komposisimasyarakat

ternyatatidakluputdaripengamatanetnisdengankeyakinanagamayang

beragam.Denganpengamatannabi.Disalahsatusisi,pluralitasmasyarakat

dapatmenimbulkankonflikyangpadagilirannyaakanmengancam integritas

persatuandankesatuan(mengancam integrasibangas).Sadarakanhalini,

Rasulullah segera mengambilinisiatifmenetapkan piagam politik(Piagam

Madinah)37.Perjanjiandengankomunisyahudi,yangkatakanlahdapatdisebut

sebagicontractsocialpertamadidalam sejarahumatmanusia,adalahuntuk

membinakesatuanhidupberbagigolonagnwargaMadinah.Dalam piagam

tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok,

kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan

hidup bersama yang mantap dan riildengan mengikutsertakan semua

golongan dan agama.MenurutHarun Nasution,Piagam Madinah tersebut

mengandung antaran pokok tata kehidupan bersama diMedinah,agar

terbentukkesaatuanhidupdiantaraseluruhpenghuninya.Kesatuanhidupini

dipimpinolehMuhammadSAW sendiri.Kesepakatancontractsocialinilah

yangmenjadidokumenkonstitusibagilahirnyanegarayangberdaulat.Dengan

demikian,dimediahNabiMuhammadbukanhanyamengembantugas-tugas

keagamaansebagaiRasulullah,melainkanjugasebagaikepalanegara.

Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan

36Imam Munawir,SikapIslam TerhadapKekerasan,Damai,ToleransidanSolidaritas
(Surabaya:BinaIlmu,1984),hlm.138-139.

37AhmadSukardja,Piagam MadinahdanUUD1945,(Jakarta:UIPress1995)hlm 47-57
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konstitusinya menganutpaham Desentralisasi.Masalah intren kelompok

diselesaikanolehkelompokmasing-masing,kecualimenyangkutmasalahyang

berhubungan dengan kelompok lain, masalah tersebut ditangani oleh

Rasulullah.

Munawir Syazalimenyimpulkan prinsip dasar Piagam inisebagai

berikut:38

a.Semua pemeluk Islam,meskipun berasal dari banyak suku,tetapi

merupakansatukomunitas.

b.HubunganantaraanggotakomonitasIslam denganangotakomonitasyang

laindidasarkanatasprinsip-prinsip;

c.Bertetangabaik;

d.Salingmembantudalam menghadapimusuhbersama;

e.Membelamerekayangteraniaya;

f.Salingmenasehatidan

g.Menghormatikebebasanberagama.

38MunawirSyazali,Islam danTataNegara,(Jakarta:UIPerss,1990)Hlm 15
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dengan Undang-Undang Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan

terhadap Undang-Undang DasarNKRI1945..Akibad dariadanya Pasal
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dengan keyakinannya dan kewajiban bela Negara.Beliau tidak hanya
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